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PENERAPAN ASAS SEDARIIANA, CEPAT, DAN
BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA

DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
(Studi Persepsi Para Hakim)

ABSTRAK

Adanya asas hukum perdata agama sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya ielalu berpegang pada
asas-asas yang ditentukan. para hakim harus menguasai hukum aiara thukumformil) di samping hukum materil secara benir walaupun belum tentu
menghasilkan putusan yang adil dan benar. Fokus penelitian ini adarah p€nerapan
asas sederhana,. cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di pengadilan
agama persepsi para hakim. Adapun asas diatur pada pasal 57 ayat 3-dalam
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradiian Agama jo. pasal 4 ayat 2

9."T l:*l 5 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

.. .Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan
penelitian kualitatif deskriptif dilakukan pada pengad an Agama palangk-a Raya.
Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wu*ancaiq dokumeitasi, jan
observasi. Untuk Pengabsahan data adarah triangulasi sumber. Teknik analisis
data ada tiga car4 yaitu data reduction, data display, dan data conclusion.
_ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas sederhan4 cepat

dan tiaya ringan di Pengadilan Agama palangka Raya walaupun kelihatannya
sudah sesuai dengan ketentuan iukum acara perdata Ji pengadilan Agama yang
berlaku di Indonesia, namun dalam praktik di lapangan rn'asin aaa 

-aitemutai
hambatan-hambatan dalam penerapannya. f^angtatr-tangtatr dalam penyelesaian
perkara dalam persidangan mengenai asas sederhana, 

""pat, 
dan biaya rinlan yang

dikemukakan para hakim, yang perlu diperhatikan dan aitelanm-n yaml
mengingat kedua belah pihak yang berperkara mengenai kehadiran dan
perdamaian serta penguasaan isi gugatan di samping itu upaya majelis hakim
Pengadilan Agama Palangka Raya mengatasi perkara yang dikomulasi dapat
menghambat dari asas tersebut majelis hakim harus nya dapat bekerja sama secara
maksimal dalam mencari kebenaran-kebenaran dari sengketa pal pihak yang
berperkara- terkait dengan profesionar seorang hakim untul memberi perdarnaian'
kedua belah pihak.
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5, Seluruh subjek dan informan yang telah mau memberikan keterangan,

informasi, dan data, sehingga lancamya proses penelitian.

6. Seluruh teman-teman seperjuangan yang mendukung dan memberikan

motivasi dalam penelitian ini.
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PERNYATAAN ORISINALITAS

. a, .7.
'-> Jl .''A> Jt- , v I .rJ I r

Dengan ini sa]'a men]'atakan balru'a Skipsi dengan judul: PENERAPAN

ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM

PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA

RAYA (Studi Perscpsi Para tlakim), adalah benar karya saya sendiri dan bukan

hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika

keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap

menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlala-r,

Palangka Raya, Nopember 2009

embuat Pernyataan,

040 2n 0223
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil.....(Q.S. An-Nisaa: [a]: 58.)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

l. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab 1.ang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf. transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf

dan sebagian dilambangkan dengan tand4 dan sebagian lagi dengan huruf dan

tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transeliterasinya dengan huruflatin:

Huruf Arab
I

(J

!1
t-l

J

I

Nama
Alif
Ba

Ta

Sa

Jim
Ha

Kha
Dal
Zal

Ra

Zai

Sin

Syin

Sad

Dad

Ta
Za
'ain

Gain

Fa

Qaf
Kaf
Lam
Ivlim
Nun
\\'a$

)
J

Lta

e
!
b

I
P

,d

L)

I
a
J

Hunrf Latin
Tidak dilambangkan

b

t
sl
j
h

kh
d

2

r
z

s

sy

s)

d)
r)
zl

Nama
Tidali dilambangkan
Be

Te

Es (dengan fitik di atas)

Je

Ha (dengan tirik di bawah)

Ka dan ha

De

Zet (dengan titik di aras)

Er
Zet

Es

Es dan ye

Es (dengan titik di barvah)

De (dengan titik di barvah)

Te (dengan tilik di bawah)

Zet (dengan tirik di bas'ah)
Koma terba.lik (di atas)

Ge

I
q

k

I

m

n

rir

Ef
Kj
Ka
EI

Em

En

\\'e



)'

!

I
Ha

Hamzah

Ya

h Ha

Apostrof
Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab. seperti vokal Indonesi4 terdiri dari r-okat tunggal alau

monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a^ Vokal Tunggal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangrya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Lafin Nama_L Fathah a a

Kasrah

Dammah

I

u

I

u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab 1'ang lambangnl.a berupa gabmgan antara

harkat dan hurui translilerasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama

A- Fathah dan I'a Ai a dan i

', ' Falhah dan l.as- Au a dan u

Contoh

u3 kataba

,y" - fa'ala

\\



c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangaya berupa harakat dan

huruf, transliterasinl.a berupa huruf dan tanda_ yaitu:

Harakat dan huruf

c9-

Nama

Fathah dan alif atau ya

Kasrah dan ya

Dammah dan wau

Huruf dan
tanda

A

Nama

a dan garis di atas

i dan garis di atas

u dan garis di atas

I

U

6

LJl)-

J

Contoh

J - qala

- qila

JJ4 - yaqulu

d. Ta marbutah

Traruliterasinya untuk ta marbutah ada dua-

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat haraliat fatha_ kasrah dan

dhomma[ trarsliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat haral:at suliun. transliterasinva

adalah /t/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutatr diil-uti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah itu ditrarsliterasikan dengan ha (h).

Conloh:

)ti"\rlj, - raudah al-atfal

\\l



L:J t

OJ

i;;fih,;:;
- raudatul atfal
- al-Madinah al-Munawwarah
- al-Madinatul-Munawwarah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasrdid 1'ang da.lam tulisan Arab ditambangkan dengan

sebuah tand4 tanda syaddah atau tanda tasydid. dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

hurufyang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- rabbana

- nazzala

f Kata Sandang

. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
cJl, nurn* dalam transliterasi ini kara sandang itu dibidangkan atas kala
sandang yang diikuti huruf qamariah.

l. Kata sandang yang diik-uti oleh s1'amsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrarsliterasikan sesuai

dengan bunyinya, yaitu huruf /U diganti dengan huruf 1.ang sama dengan

hurufyang langsung mengikuti kata sandang.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai

aturan )'ang digariskan di depan dan sesuai dengan bun1,in1,a.

Baik diikuti huruf s1'amsiah maupun huruf qamariah. kata sandang

ditulis terpisah dari kata 1-ang mengilr:ri dan dihubungkan dengan tanda

sempang.

sii



Contoh:

l*:;t
r:'':'
drr

- ar-rajulu

- al-qalamu

g. Hamzah

Dinyatalian di depan bahrva hamzah ditrarxliterasikan dangan apostrof

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah 1.ang terletak di tengah dan di alihir

kata, Bila harMah itu terletak di awal kat4 ia dilambngkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif

Contoh:

Contoh:

iJl

o

h.

- inna

- umirtu

Pada dasamya setiap kat4 baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan durgan kata lain karena ada huruf atau harkat l.ang dihilangkan

maka ransliterasi ini, penulisan kata tersebul dirangkaikan ;uga dengan

katalain yang mengikutinya_

I

Penulisan kata

Siltprilfuitl
3r.itryirgiii

_Wa 
innallaha lahua khair arraziqin

Wa innahllaha Iahua khairunaziqin
Fa aufu al-kaila s.a-almizan
Fa auful-kaila s.al-mizan

\\ lIl



i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan fuab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi huruf tersebut digunatian juga- penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaliu dalam EyD. diantaranr,a: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang maka r.ang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh:

ilr\r.WiU5 Wa ma Muhammadun illa rasul

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan karau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan. huruf

kapital tidak dipergunakan.

Contoh

Nasrun minallahi rva fathun qarib

Lillahi al-amru jami.an
Lillahil-amru jami'an

+'-j' gfty4;a
ul;;rin

\l\

Sumber: Tim penlusun, ,.pedoman penulisan Skipsi,,. palaagka Ra].a; STAIN.2007.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah peradilan Islam di Indonesia peradiran Agama ini telah ada

diberbagai tempat di Nusantara jauh sejali zaman penjajahan Belanda. Bahlian

menurut pakar sejarah peradilan agama sudah ada sejak abad ke_16 M. Hal ini

dibukukan oleh Departemen Agama di Indonesia pada tanggal 19 Januari l8g2

dan ditetapkan sebagai hari jadiny4 yaitu berbarengan dengan diundangkannya

Ot donatie Stb 1882-152 tenrang peradilan agama di pulau Jawa_Madura- Hingga

sekarang peradilan agama masih berjalaq keberadaan putusannya ditaati dan

dilakanakan dengan suka rel4 sehingga diundangkanya Undang-undang N0 3

tahun 2006 peradilan agama lebih mantap dalam menjalanlan fungsinva-r

Undang-undang No.3 tahun 2006 bertujuan mempertegas dengan

mendefinisikan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi kes.enangan

peradilan agam4 sehingga jelaslah yang menjadi kewenangan absolut pada

bidang hukum perdata antara peradilan dalam lingl,.ungan peradilan umum ],ang

selama ini sering terjadi titik singgung kewenangan mengadili. Hal ini telah

diformulasikan pada pasal 49 yang secara tegas menggariskan bahna garis batas

wilayah hukum bidang-bidang perdata yang menjadi wewenang peradilan Agama

rRoihan 
Ras\id. Hdrm.lcara peradilan .lgama. Iata:Ul: pT Rara Gra.t-lndo. l00i- h I
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adalah bidang-bidang perkawinaq kewarisan. hibalL wakaf dan shadaqah bagi

golongan raf,7at yang beragama Islam.2

Dengan melihal pentingnya suatu lembaga peradilan maka dalam surat

Shad ayat 26 A.llah Sut berlirman:

erti y .ti t/\ qdi '6; 
f-s 4t ii a-;+ ja; 4:,i JrJ

q\i +tn d i,i ,F * "*,UiyLidi

t8\.--.,

. L_4" f
t:

-P
Artinya: "ltai Daud, sesungguhnya lami menjadil<an lamu khalifth (pengwsa)

di muka bumi, berikanlah kcpuasan (perkara) di annri rinusia
(engan adi! dan janganlah kamu mengilaii langl<ah hawa nafsu
l<arena ia akan menyesatkan lamu dari iaian Allah Swt. Sesungguhiy
orang4rang )nng sesat di jalan Allah Swt alcan mendapat azdab
berat, larera merel<a melupalan hari perhinngan (eS. Shai: 26).3

Tafsir ayat: ayat ini merupakan wasiat (pesan) Allah kepada rvaliylul

ambri (penguasa) agar dapat menjatuhkan keputusan perkara di antara manusia

dangan hak dan adil dan hendaklah mereka berpegang teguh kepada sikap

penguasa yang adil agar tidak tersesat dari jalan yang telah digariskan oleh Allah.

Kepada mereka yang menyimpang dari sifat seseorang penguasa yang adil dengan

melupakan adanya hari hisab (perhitturgan kelak) Allah mengancam dengan

ancaman azab 1'ang pasti dan berar.

Diriwayatkan oleh ibn Abu Halim bahwa Atawlid bin Abdul Malik

(seorang ldulifah dihisab diminta pertanggungjarvabannya) di hari kiamat? ,.Abu

Jar'ah menja*'ab- ''}ai Amrul Mu'minin engkaurah atau Daud lebih a*.al di

c+t"
\

drl

zAbdul Manan poltd--polok HuAtm perdata tn-a'Ienang p.{/. Ja]isna: pT. Raja
Grafindo Persada, 2002. h. 9.

3suaa 
1le1: :0.



hadapan Allah? Daud seorang nabi yang menj awab k:halifah pun telah diperintah

agar berlaku adil atau alan menerima azab yang berat dan pasti di hari kiamat.a

Disini sudah jelas disebutkan bahwa ketika orang Islam hendak

menyelesaikan permasalahan mengenai perdata maka pangadilan agama lah yang

mempunyai tvewenang untuk menyelesaikan perkara lersebut Untuk menujudkan

hal tersebut mengenai masalah perdat4 orang harus tahu bagaimana orang harus

bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak

satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan perdatas

Hal ini disebutkan dalam pasal 54 Undang-undang No. 3 tahun 2006

tentang peradilan agama yang berbunyi ..Hukum acara yang berlaku pada

pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang

berlaliu pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umurq kecuali yang dialur

secara khusus dalam undang-undang ini,,.6

Dalam hal ini perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum

acara khusus. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif pengadilan

agamq pemanggilarq pemeriksaan, pembuktiar! biaya perkara serta pelaksanaan

putusan. Kaitannya dangan hal ini yaitu yang tidak bisa dilepaskan adalah hakim.

Hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) di samping hukum

materiil secara benar walaupun belum tentu menghasilkan putusan y,ang adit dan

benar. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal

_. _ 'Salim Bahreisl dan Said Bahreisr., Terjemah Singkat Talsb ibn Katsir, Surabala: pT.
Bina llmu Ofser 2003, tr- 49.

199:. h l -1.

'L'L' P.1 /L:ndang-MdanE N \'0 7 Tahun l9g91la);ana: pT SiDar Graf]ta Ofis€L 2OOJ.
h. li
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pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata

dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain

di samping hukum materiil perdata itu sendiri. peraturan hukum inilah 1.ang

disebut hukum perdata formal atau huk-um acara perdata".T

Bertitik tolak dari uraian diatas, penjelmaan hukum disini adalah sejauh

mana masyarakat mengerti, memahami mengenai proses penl'elesaian perkara di

peradilan agama tentang masalah hukum acara perdata khususnya di pengaditan

Agama Palangka Raya.

Sebagai gambaran penjelmaan hukum disini adalah bagaimana orang

merasa haknya dalam suatu perhubungan terlanggar, pada umumnya tidak boleh

bertindak sendiri. Untuk mencapai hal tersebut maka pelaksanaan hak itu, (eigen

richting), maka disini badan pemerintah antara lain dan terutama pengadilan yang

harus menjadi perantara agar hak-haknya dan kewajibannya orang seseorang

dalam masyarakat terlaksana. 8

Dengan adanya larangan bertindak sendiri maka sebaliknya harus ada

jaminan bahwa dengan perant.uaan badan-badan pemerintalL terutama pengadilan

dapatlah dilaksanalian hak-hak dan kewajiban-kew4liban orang seseorang pada

pergaulan hidup di tengah+engah masyarakat. Disinilah letak kepentingan adanl.a

hukum acara perdata bagi masyarakat.

Sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai dengan

sifat rallat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya yaitu peradilan

A. Muki Ano. haA-tek-prakek Perlazra /pada Pengadilan _lganar. ).ogl alala
Pustalia Pelajar. 1996. h. l0 atau lihat Sudikno Merrol:usum o. Huhtm .1cat a pertlata
Yog\ akanai Penqbir Liben\ - 1988.

8tl'in ono ko,iodikoro . Hultztr .l<ura Per.dala di lnd<ncsia. ---... h. 13.
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dengan cara sederhan4 cepat dan biaya ringan. Di sini dasar peradilan sederhan4

cepat dan biaya ringan yang termuat dalam Undang-undang No 4 tahun 2004

tentang kekuasaan kehakiman yalni pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 a1'at 2.e

Asas sederhan4 cepat dan biaya ringan juga diatur dalam Undang-undang

No 7 tahun 1989 dalam pasal 57 ayat 3 berbunyi "Peradilan dilatiukan dengan

sederhana cepat dan biaya ringan" serta dalam pasal 58 a),at 2 berbunyi

"Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang

sederhan4 cepat dan biaya ringan".l0

Nampak Undang-undang menjelaskan setiap pencari keadilan dan

kebenaran dengan peradilan yang sederhan4 cepat dan biaya ringan. Hal yang

sangat penting adalah penerapan asas tersebut yang merupakan dambaan bagr

setiap pencari keadilan.

Berdasarkan observasi arval bahwa di Pengadilan Agama Palangka Raya

data yang diperoleh pada tahun 2007, banyal:nya perkara yang terdaftar di

pengadilan agama baik cerai gugat rnaupun cerai talak. Antara lain ada cerai gugat

proses persidangannya sampai 14-15 kali sidang baru putus, salah satun)'a

dikarenakan adan] a gugatan dari penggugat .vaLni disamping gugat cerat juga

mengenai hadanah anak nal}ah anak dan Mut'ah.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan asas peradilan sederhana,

cepat dan bial'a ringan khususnl'a di Pengadilan Agama Kota Palangka Ra1a.

funaang-rrndang No. 4 tahun 2OO-l tentang Kekuasaan Kehaliimarr Banduog: h Folus
Media, cet l. 2004, ir 3.

ttjndaog-unJang No. ? tahun 1989. (L'nfung-undong N \'0 7 Tahrn 1939t fal;arta PI
Sinar Grahlia Oflset l0O1- h :L
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maka penulis tuangkan kedalam judul skripsi yang be{udul "penerapan Asas

Sederhanq Cepat, dan Biaya fungan dalam Penyelesaian perkara di pengadilan

Agama Palangka Raya (Studi Persepsi Para Hakim)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dialas permasalahan dalam skripsi penulis dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas sederhan4 cepat, dan biaya ringan dalam

penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya?

2. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan majelis hakim dalam menerapkur

asas sederhan4 cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di

Pengadilan Agama Palangka Raya?

3. Bagaimanakah upaya majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

mengatasi hambatan dalam penerapan asas sederhan4 cepal, dan biaya ringan

dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

l. Untuk mengetahui bagaimanaliah penerapan asas sederhanq cepal, dan bia)'a

ringan dalam penv-elesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya-

2. Untuk mengetahui langkahJangkah apa s4ia yang dilakukan majelis hakim

dalam menerapkan asas sederhana cepat. dan biaya ringan dalam

panl elesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Ra1a.
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3. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya majelis hakim pengadilan Agama

Palangka Raya mengatasi hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat,

dan bial'a ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama palangka

Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pencari keadilan khususnya di

pengadilan Agama mengenai masalah penerapan asas sederhana, cepat dan

biaya ringan dalam berperkara-

2. Sebagai bahan informasi dan landasan bagi semua pihak dalam masalah

penerapan asas sederhana" cepat dan biaya ringan.

3. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya

khazanah literatur kesyari'ahan bagi perpustakaan Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.



>
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BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teoritik

l. Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

a. Asas sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukunr, dasar (sesuatu yang menjadi

tumpuan berpikir atau berpendapa! dasar cita-cita (perkumpulan atau

organisasi).r Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti

pertengahaq tidak tinggi, tidak rendah),2

Sederhana mengacu paAa "complicated, tidaknya penyelesaian

perkara.3 Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami

dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat

mengemukakan kehendakaya dengan jelas dan pasti (tidak berubah_ubah) dan

penyelesaiannya drlakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan

penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentrngan para pihak yang

menghendalii acara 1'ang sederhana. a

Apa 1,ang sudah sederhan4 jangan sengaja dipersulit oleh hakim

kearah proses pemeriksaan 1'ang berbelit-belit dan tersendat-sendat. sarnpai

jalannya pemeriksaan "mundur terus', untuk sekian kali atas berbagai alasan

rsudasono. 
Kamus Huhtm. Jalana : pT funeka Cipra, I992. h. 36.

'Tim Penlrsun Kamus Besar Bahasa rndqesia, Kimus Besar Bahasa rndonesia, Jariarla
Balai Pustaka, t990. ir 163.

3setiat ur -lneln llasalah Hulttm don Hultrm .Jcaro perdota, Bandung : pT Alumni,
1992. h. 126.

"A. Muki Aflo- llencdi Keodilan dftik Dan Sohtsi Terhadap praltik paradilan
Petdata di IndoesiaT- Yogl aliana : pustaka pelaiar Otliet. 2OO I - h. 6l
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yang tidak sah menurut hukum. Hakim pile( persidangan mundur, hakim

masuk kantor jam sebelas, pemerilsan mundur. Hakim malas, pemeriksaan

mundur. Keluarga panitera atau hakrm menJund anak, dijadikan alasan untuk

mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para pihali dari tempat I.ang

jauh sudah susah pa1'ah mengongkosi para saki yang alan mereka hadapkan.

Penasehat hukum pergi pesiar, dibenarkan sebagai alasan mengundurkan

pemeriksaan sidang. Banyak hal-hal lucu dan menggelikan tapi sekaligus

menyedihkan dalam praktek disekitar kelihaian dan ketidak moralan

menukangi cara-cara yang berbelit-belit dalam pemeriksaan. pemerilsaan

mundur terus dan tak pemah sampai diakhir tujuan. Cara-cara yang demikian

disamping hakim tak bermoral, sekaligus tidak profesional.5

b. Asas cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkaf;

segera, tidak banyak seluk beluknya (tidali banyak pemik).6 Cepat atau yang

pantas mengacu pada "tempo" cepat atau lambatnya poryelesaian perkara.T

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara

memakan waltu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam surat edaran No.

I tahrm 1992 memberikan batasan rvallu paling lama enam (6) bulan, artinya

setiap perkara harus dapat diselesaikan da.lam waktu enam (6) bulan sejak

perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut

ketentuan hulium tidali mungkin diselesaikan da.lam s.aLtu enam bulan.

11, Vafr11 Haralwp- Kedufukan Ke*.eaangan don ..lcara peradilan ,lgana
ft'ndangun&ng \o 7 Tahun 19891- lal;et:u: Sinar Gral-rta OfIseL 2m3. h 71.

Tim Penrrj-sun Kamus Besar Bahasa lndonesia- Kamus Besar Bahasa Ind<nesia....- lt
792.

-setiarvaq 
-Jzel|a ,lla salah Huliwt dot Hulttm .lcara perdato. ... .._ . h .127.



Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus bojalan di alas

aturan hukum yang benar, adil dan teliti.8

Asas cepat ini bukan be(ujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan

memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo safu jam atau setengah

jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak

memakan jangka lval'tu yang lama sampai bertahun-tahun sesuar dengan

kesederhanaan hukum acara itu sendiri.e

Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan

pemeriksaan dan parilaian menurut hukum keadilan. Untuk apa proses

pemerikaan dengan cara cepat kalau hukum yang ditegakan di dalamnya

berisikan kepalsuan dan pemerkosan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan

tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan

penuh kesengsaraan dan kepahitan dan da.lam satu penantian yang tak kunj ung

tiba.

Sedemikian rupa lamanya menunggu sampai berputuh tahun dalam

kebimbangan dan keresahan. Terkadang lantaran lamanya suatu proses

peny'elesaian perkara putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara

meninggal dunia berpuluh tahun. Dalam kepedihan 1.ang seperti ini sekirannya

putusan )ang dijatuhkan tepat benar dan adil. (kemungkinan besar kebenaran

dan keadilan yang tertuang di dalamnya, sudah hancur ditelan oleh proses

perubahan dan perkembangan nilai). Misalnla suami isteri dan mempunl'ai

ta. MrrLri Ar7o. \lencari Keadilan- (Kntik Don -tolusi Terhodap PraLTik Paratlilan
Perulata di Ind@lesia) .....,|L 65.

'ltt. Yahr-a Haratlap. Kedudukan Ketenangan dan .[cara Peradilan -lgata
lL'ndanguafutg \o 7 Talam 1989t... .... b"'ll.
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harta bersama sejumlah Rp 5.000.000,- . gugatan isteri diajukan pada tahun

1970 agar uang itu dibagi masing-masing bagian. Dalam persidangan gugatan

terbukti dan dikabulkan sehingga putusan yang dijaluhkan .,tepat, 
dan sesuai

dengan kebenaran dan keadilan.. Namun putusan akhir baru diterima pada

tahun 1985. Berarti proses penyelesaian berjangka 15 tahun Kebenaran dan

keadilan apalagi yang diperoleh dan dinikmati isteri dari putusan tersebut

adalah sama sekali tidak ada. Kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam

putusan itu sudah palsu dan hancur ditelan inflansi dari tahun 1970, masih

kuat nilai harganya dan sangat berarti dipergunakan sebagai modal bahkan

cuk-up untuk mernbangun rumah yang agak mewah. Tetapi oleh karena

putusan dan elaekusi baru dilakanakan pada tahun 1985, uang sejumlah itu

paling-paling hanya berarti untuk membeli ala dapur dan sedikit perabotan.

Benar-benar putusan yang tepat dan benar itu tidak tepat dan tidak benar lagi,

karena nilai harga dan daya beli uang itu sudah merosol sampai ratusan kali.l0

Dari contoh yang sangat sederhana tersebut dapat dilihat betapa

pentingnya asas peradilan yang cepat dur tepat. Dalam suatu putusan yang

cepat dan tepat terkandung keadilan yang bemilai lebih. Kecepatan putusan

sesuai dengan hulum. kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung

nilai keadilan tersendiri, dan kecepalan penvelesainnya datam putusan yang

cepat dan tepat terdapat rasa keadilan ],ang saling mengisi dalam penegakan

hukum.

totbid. 
h. i2
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Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang

cepat dan tepat mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut mendukung

nilar kebenaran keadilan yang tertuang dalam putusan. Apalagi

kesederhanaar\ kecepata4 dan ketepatan putusan dibarengi dengan pelayanan

pemeriksaan yang sopan dan mandiri, semakin tinggi derajat nilai kebenaran

dan keadilan.

Ditinjau dari keji*.aan dan kemanusiaan, nilai kebenaran dan keadilan

alian berubah menjadi kebencian dan dendam apabila selama pemeriksan

persidangan pihali yang berperkara diperlakukan tidali senonoh dan tidak

manusiawi. Perlalrran pelayanan yang kasar dan merendahkan derajal

martabat seseorang (human dignity) dangan sendirinya meracuni rasa

kebenaran dan keadilan. Hukum seseorang dengan hukuman yang berat, maka

dia akan tulus dan ikhlas menerima hukuman itu, apabila selama pernerilsaan

dilayani dan diperlakukan secara manusiarvi. Seba.likny4 jatuhkanlah

huluman yang ringan akan tetapi dalam proses persidangan kasar, bengis dan

tidali manusiarvi, bukan rasa keadilan yang bersemai dalam kalbu sanubari,

tetapi dendam kesumat yang akan beraliar dalam hati.ll

Asas bial'a ringan

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan

(mendirikan, melakukaq dan sebagainya) sesualq ongkos (administrasi ;

ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainl-a). bia1.a

tt lbid. L i2
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perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. 12 Sedangkan ringan disini

mengacu pada banyak atau sedikitnya biala yang harus dikeluarkan oleh

pencari keadilan dalam menl.elesaikan sengketanl,a di depan pengadilan.rj

Biala ringan dalam hal ini berarti tidalt dibutuhkan biaya lain kecuali

benar-benar diperlukan secara riil untuk pen],elesaian perkara. Biaya harus ada

tarif 1,ang jelas dan seringan-ringannl'a. Segala pembayaran di pengadilan

harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. pengadilan harus

mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada 1.ang bersangkutan dengan

mencatatkannya dalam jumal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan

dapat melihatnya sewaktu-waltu. la

Menurut pasd l2l HIR/145 R.Bg (1) penetapan biaya perkara

dilaliukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di

dalam daftar yang disediakan untuk itu, mata ketua menentukan hari dan jam,

waLlu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilaa. Dalam pasal l2l (4)

HIR menentulan "mendaftarkan dalam daftar seperti !,ang dimaksud dalam

ayat pertama- tidali boleh dilaliukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih

dahulu kepada panitera sejumlah uang ]-ang besaml,a untuk sementara

diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, unhilt

ongkos kantor paniter4 ongkos pemanggilan serla pemberitahuan yang

"Tim Penrr.sun Kamus Besar Bahasa Indorrsia, Kamus Besar Bahasa bdonesia ...h.
I13.

'tSati".,- . -jr"&r -l la-coLah Hultm dan Hultot .7coo perdata_....- h. 7{9..A. Mulrr .\1o. fle cari Kea<tilan. r'rtnk O"" i"irrii i"riarp prukik par.adilan
Perdam di Indotesia, ... tr 5:.
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diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan.

Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian ,. r5

Sedangkan menurut petujuk dari Direktorat Jenderal pembinaan

Kelembagaan Agama Islam l€ntang pelalisanaan Keputusan Menteri Agama

No. 75 tahun 1979 tentang biaya perkara dimuka badan peradilan Agam4

pada bagian barvah kiri dari setiap putusan atau penetapan pengadilan Agama

harus mencantumkan perincian biaya perkara yang dipungut, gunanya agar

jelas diketahui oleh para pihak manapun dan siapa saja 1.ang perlu.16

Dalam pasal 59 (l) Undang-undang No 5 tahun 1986 dikarakan bahwa

untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara,

yang besamya ditaksir oleh panitera pengadilan". pasal ll0 Undang_undang

ini juga mengatakan, pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian

dihukum membayar biaya perkara.lT

Yang termasuk dalam bial'a perkara adalah biava kepaniteraan dan

biaya malerai, biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahrva pihak

yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya

untuk salsi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkarl biaya

pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biava lain 1.ang diperlukan

bagi pemutusan sengketa atas perintah haliim ketua sidang (pasal I I I Undang-

undang No 5 tahun 1986)_ Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh

Ilv{oh. Taulik Matiara o. Polak-Pokoli Ht ttm .lcara perulara, Jakana : pT Rineka Cipta,
200J. h. {-1

'}o,hA A Raaid.- t'paw Huhon Terhadap puntsott pengadilan .1gamo, la\ata .. CV
Pedoman Ilrnu .rara- 1989. b 3i

I-lr,loh. iautlt N{akara o- pokok-pokoli H utttm .lcaro perdaro 
. . . . tL J3 .
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penggugat dan tergugat disebut dalam amar putusan alhir pengadilan (pasal

112 Undang-undang No 5 tahun 1986). r8

Selain iru dalam Undang-undang No 7 tahun l9g9 tentang peradilan

Agama juga mengatur tentang biaya perkara sebagai berikut:

Bial'a perkara dalam bidang perkatrinan dibebankan kepada penggugat

atau pemohon. Biaya perkara penetapan atau punEan pengadilan yang bukan

merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam

penetapan atau putusan akhir pasal 89 (l) dan pasal 2 Undang_undang No. 7

tahun 1989.

Biaya perkara sebagaimana yang dimalsud dalam pasal g9 meliputi:

1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat

atau pemohon.

2) Biaya perkara penetapan alau putusan pengadilan yang bukan merupakan

penetapan atau putusan alhir diperhitungkan dalam penetapan atau

putusan akhir.

Dalam pasal 90 juga disebutkan dalam a1.at I yakni bia1,a perkara

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal g9 meliputi:

a- Biaya kepaniteraan dan bial.a materai ]'ang diperlutian untuk perkara itu.

b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli. pene{emah dan biar.a pengambilan

sumpah yang diperlukan dalam perkara itu.

c. Biaya ;-ang diperlukan untu-li melalukan pemeriksaan setempal dan

tindakan-tindatan lain 1.ang diperlulian oleh pengadilan dalam perkara itu.

'8lbid.L f3
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d. Biaya pemanggilan pemberitahuarq dan lain atas perintah pengadilan 1,ang

berkenaan dengan perkara itu. Sedangkan dalam pasal 2 berbunyi

"besamya biala perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan

Mahkamah Agung".re

Pembal,aran panjar bia.va perkara bagi calon penggugat atau pemohon

dilakukan dikasir dengan menyerahkan surat gugat atau permohonan dan

ditulis di SKLJM (Surat Kuasa Untuk Membayar).2o

Dalam kaitannya dengan biaya perkara di pengadilan bagi orang yang

tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum

dan keadilan sec.ara cuma-cuma (prodeo). @asal 237 -245 HlNpasal 273-277

RBs)"

Mengenai peradilan secara cufiut-curna atau prodeo diatur dalam pasal

237 HIR. Dalam Peradilan Tata Usaha juga diatur bahs,a penggugat dapat

mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk sengketa dengan

cuma-cuma. Permohonan diajukan pada s.altu penggugat mengajukan

gugatannya di sertai surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah

di tempat kediaman pemohon. Dalam keterangan tersebut harus dinl,.atalian

bahwa pemohon itu betul-betul tidali mampu membal.ar perkara pasal 60 a5.at

1,2,3 Undang-undang No 5 tahun 1986.22

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 harus diperiksa dan

ditetapkan oleh pengadilan sebelum pokok sengketa diperika- penetapan ini

leiJndang-l.ndane 
No 7 tahw I989. ,L'ndangatndat{ N J-0 7 Tahtn 1989t. ...h. j2

'"A. MuLd Arto.. L 59.
ttlbid h.al
t'Moh Taufrl Mala ao. Potcok-poliok Huhrm -lcara pexlata... ... - lL 70.
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diambil tingkat pertama dan terakhir. penetapan pengadilan yang telah

mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma_cuma

di tingkat pertama juga berlaku di tingkat banding dan kasasi.2r

Asas sederhana- cepat dan bia1.a ringan dalam peradilan Agama harus

memenuhi harapan dari para pancan keadilan yang selalu menghendaki

peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan

pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat meryebabkan proses

sampai bertahun-tahun, bahlian kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para

ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya 1,ang serendah

mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakTat ini semua tanpa mengorbankan

ketelitian untut mencari kebenaran dan keadilan.2a

Ketentuan bahwa peradilan dilaliukan dengan asas sederhana" cepat

dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undangundang

tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan

pembuktian yang jauh lebih sederhana.25

Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan sederhana- cepat dan

biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan bia1.a ringan

bukan berarti dalam pemerikaan perkara dilakulian seperri ban beredar

(lopende ban), tak ubahnya seperti mesin pembuat skrup. Tidak demikian

makna dan tujuannya.

"UU RI No 7 rahu 1989, (tndang-mdotg RI \-0 7 Tahun 19891..... .h.3i
_- . - "lvtahliamah Agung RL HimpLnun poaruran penlrdang.udangan rentang KeLuasaan
Kehakiman,- Mal iamah Agung. peradian umum- peradilan lrriliier. pe.ui an.rpaia. toalitun
Tata u1la-Ngqara sena orgarusasi dan Tata Keria- Kepamteraaa/sekiGat Jendral lVahkamah
AgunC-Rl 2003. h 18.

"16,'d h l B
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Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi

pelayanan, hakim harus benar-benar meny-adari dirinl'a sebagai pejabat .vang

mengabdi bagi kepentingan penegalian hulum. Apalagi bagi para haliim 1.ang

mengabdi di lingkungan Pengadilan Agam4 seyogyanya harus lebih mulia

dan lebih maryejajari predikat keagamaan yang mereka sandang.26

2. Dasar Hukum Asas SederhanA Cepat dan Biaya Ringan

Dasar asas sederhan4 cepat dan biaya ringan ini termuat dalam

Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehaliiman pasal 4 alat

2 yang berbunl "Peradilan dilakukan dengan sederhan4 murah dan cepat,,

dan pasal 5 ayat 2 berbunyi "Pengadilan membantu pencari keadilan dan

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan urtuk dapat tercapainya

peradilan yang sederhan4 cepat dan biaya ringan.27

Peradilan sederhanq cepat dan biaya ringan juga terdapat dalam

Undang-undang No 7 tahun 1989. Peradilan secara sederhana cepal dan bia).a

ringan tertuang dalam pasal 57 ayar 3, serta dalam pasal 58 a)'at 2 yang

berbunyi "pengadilan membantu mengalasi segala hambatan serta rintangan

untuk tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biar.a ringan''.2t

2uM. Yahla Haruhap, Ke&dukan Kellenahgon dan .|cara perodilan -1gama
/L'ndangodang \o 7 Tahun 1989)....,1t 72.

]-Undaug-undang No .l Tahun 2U)1- L'nfung-utdang Tent@tg Xeitasaan Kelaliman.
Bandung : Pt Folrrs Media- 20Gt- Cei L h 3.

aUndang-undang Peradilan Agama (1-rI- zu \o 7 uhuD l9g9). Jaliarra : pT Sinar
Graflka- 2004, h. 21.
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3. Proses Beracarf, di Pengadilan Agama

Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan

memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila

terjadi pemerkos.ran aftE suatu ketentuan hukum dalam huhrm materiil 1.ang

berarti memberikan kepada huLum acara suatu hubungan yang mengabdi

kepada hukum materiil. 2e

Untuk tegasnya hukum acara perdata dalam pengaditan Agama

meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus

menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila

kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana

cara mempertahankan kebenarannya apabila ia diluntut oleh orang lain secara

sederhan4 cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama.

Proses beracara secara sederhana di pengadilan Agama meliputi

men),usun gugatan atau permohonan, penenmaan perkara, panetapan bia1,a

perkarq penetapan majelis hakim, penunjukan panitera sidang, penetapan hari

sidang, proses pemeriksaan perkara dalam persidangan sampai perkara itu

diputus.

1. Menlusun Gugatan

Dalam lingkugan peradilan terutama di pengadilan Agama dan

Pengadilan Umum yang sering terjadi adalah permohonan dan gugatan. Baik

:\.. Sosroso, PraLtik Huhm -lcara Per,lata ,'fato Coro proses persidangan. tal;uu
PT Sirur Gratika. 2@3, h. 3
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permohonan dan gugatan dapat diajukan oleh seorang pemohon/penggugat atu

lebih secara bersama-sama. 30

Pada prinsipnya semua gugatan alau permohonan harus dibuat secara

tertulis. Isi gugatan alau permohonan mencakup tiga hal l,alini petuma

identitas para pihak (penggugat alau pemohon dan tergugat atau termohon).

kedua posita Yang dimaksud posita adalah penjelasan tentang keadaan atau

peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dangan hukum yang dijadikan

dasar atau alasan gugat. Keliga petitum. yang dimaksud petitum adalah

tuntutan agar dikabulkan oleh hakim.3r

2. Penerimaan Perkara

Proses panerimaan perkara melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a" Meja I

Tugas meja I yaitu menerima gugatar\ permohonan, perlas,anan

(verzet), pemyataan banding, kasasi, peninjauan kernbali, ekseLlsi penjelasan

dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi, membuat sural kuasa untuk

membayar (SKUM) dalam rangkap 3 dan menyerahkan SKUM tersebut

kepada calon Penggugat atau PemohorL menyerahkan kembali surat gugatan

sPerbedaan 
aatara permohonan dan gugatNr adalah penama, Dalam perkara gugatan ada

sytu fngkjta, suatu konflik yang harus di selesaikan dan harus di putus oleh 
-pengadilan,

s€dangkar dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan, misainya segenap ahii saris
s€cara bersama-sama menghadap ke Pengaditan urhrk mendspat suatu penetapan peiihal bagian
masing-masing dali warisan almarhum, atau p€rmohonan psngangkatan anali,. i-€daa, dalam
suatu gug_atan ada dua atau lebih pihak penggugat dan tergugat !.ang merasa haknla atau hak
mereka dilanggar sedangtan pennohonan hanya ada saru pihak \aitu pihal pemohon. ,(eriga.
suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan contiosa ata]u pcngadilan sungguh-sungguir- sedangian
suatu permohonan dikenal sebagai peagadilm pura-pura . Keempt. hasil gugatan adalah putusan
alau-r'or,.r sedangkar hasil suaru permohonan adalal penetapan &eschiA*ing\. Lebih lihat Moh.
Tauirli Makarao- PoIa(. Pokok Hullon _lcra perdata. lalifla: ft nrneta Cipta. :OOJ. h. 16.t'A. Mutti Ano, Praheh Perkora perdata ,pdo penga,jiLln .lgamat. yog:akuta:
Pu-stalia Pelajar. 1996- h. .10.
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atau permohonan kepada calon Pengugat atau Pemohon. menaksir biaya

perkara (pasal 121 HIWI45 RBG) yang kemudian dinyatakan dalam SKLIM,

memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan

perkara 1'ang diajukan.32

b. Kas

Kas disini adalah merupakan bagian dari Meja I yang mempunl'ai

tugas yaitu menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut

dalam SKUM, menerima pembayaran uang panjar perkara/biaya eksekusi dan

membukukan dalam jumal yang terdiri atas KI. PAl./? (untuk perkara

permohonan), KI. PAI/G (untuk perkara Gugatan), KI. PA2 (untuk perkara

Banding), KI. PA3 (untuk perkara Kasasi), KL PA4 (untuk perkara PK), KL

PA5 (untuk perkara permohonan eksekusi), Mencatat tertib segala kegiatan

pengeluaran uang tersebut dalam buku jumal yang bersangkutaq membubuhi

nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam

surat gugatar/permohonan, mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM

beserta surat gugatan atau permohonan kepada calon Penggugat atau

Pemohorl terhadap perkara prodeo tetap dibuatkan SKUM sebesar Rp 00.-s3

c. Meja II.

Tugas dari meja II adalah menerima sural gugatan atau permohonan

dari calon Penggugat atau Pemohon/Pelawan dalam rangkap sebanyak jurnlah

tergugat/termohon/terlarran ditambah 2 rangkap, menerima surat permohonan

dari calon pemohon sekurang-Llrangrl'a dua rangkap. menerima tindasan

r:Mahkamah Agmg. Pedomen Petaksanaan Tug&i das Adnitrisuasi Pengadilan BuLu II.
I997, C€r ke-2, h 40.

"I6,'d h q3.
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pertama SKUM dari calon penggugat/pemohor/pelawan, mendaftar atau

mencatat surat gugatar/permohonan dalam register yang bersangkrrtan serta

memberi nomor register pada surat gugatar/permohoan tersebut. meny'erahlian

kembali satu rangkap surat gugatan, atau permohonan \.ang telah diberi nomor

register kepada penggugat atau pemohon, asli surat gugatan atau permohonan

dimasukan dalam sebuah map khusus dengan melampirka;r tindasan pertama

SKUM dan surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan/permohonan

tersebut, kemudian disampaikan kepada wakil panitera untuk selanjutnya

disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agam4 melalui panitera, mendaftar

atau mencatat putusan Pengadilan Agama alau Pengadilan Tinggi Agama/ MA

dalam sebuah buku register yang bersangkutan.3a

d. Ketua Pengadilan Agama

Setelah surat gugatan dan surat permohonan diterima oleh pengadilan,

setelah diberi nomor dan di daftar dalam buku register, dalam rvallu 3 (tiga)

hari kerj4 harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk ditetapkan

Hakim/lvlajelis Hakim yang akan memeriksa dm memutus perkara tersebut.

Ketua porgadilan dengan sural penetapan dalam waktu 3 (trga) hari kerja

menunjuk Hakim/Mqjelis Hakim yang akam memeriksa perkara 1.ang

bersangkutan. Apabila Ketua Pengadilan, karena kesibukanya berhalangan

unruk melakukan hal itu, maka Ketua Pengadilan dapat melimpahkan tugas

lersebut unhrli seluruhnl,a atau SebagiarL kepada Waliil ketua pengadilan.

Segala lang berhubungan dengan penunjukan Hakim/I,lajelis Hakim tersebut.

tlbid h .lt
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harus dicatat dalam register perkara oleh panitera- Dalam waktu selambat-

lambatnya 7 hari.35 Ketua menunjuk hakim memerika dan mengadili perkara

dalam sebuah "penetapan" Majelis Hakim (pasal l2l HIR jo pasal 93 UU-

PA). Setelah Ketua Pengadilam membagikan berkas perkara alau surat-sural

yang berhubungan dengan perkara yang diajukan pengadilan kepada majelis

hakim untuk di selesaikan. Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus

di adili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena

menyangkut kepentingan umum harus segera di adili, maka perkara itu di

dahulukan (pasal 94 Undang-undang No 7 tahun 1989).

e. Panitera

Tugas panitera dalam hal ini adalah menujuk panitera sidang serta

menyerahkan berkas kepada majelis. Untuk membantu majelis hakim dalam

menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. paniter4

waliil paniter4 panitera muda dan panitera palgganti. panitera bertugas

membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang

pengadilan (Pasal 26 Undang-undang No 7 tahun 1989).36

f Majelis sidang

Setelah hakim ketua menerima berkas perkara dari ketua pengadilan

Agama" kemudian hakrm Ketua majelis dengan bermusyawarah hakim

anggota menetapkan hari dan tanggal serta jam perkara yang akan disidangkan

dan memerintahlian agar para pihak dipanggil untuk hadir sesuai hari. tanggal

dan jam lang telah ditentukan. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan

1l1bid h 98\A \tulri Ano. Prol'r ek Perbra Perdata (Pada pengadilan -lgamal .h56
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dalam penetapan hari sidang (PHS) yang ditandatangani oleh Ketua Majelis,

dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan ketentuan 30 hari untuk sidang

pertama dad tanggal pendaftaran, jarak antara pihak-pihak yang berperkara

dengan Pengadilan Agam4 asas kepatutan memanggil ].aitu tidak kurang dari

3 hari kerja dari hari sidang, PHS tersebut harus meny,ebutkan:

a) Adannya perintah penyerahan sehelai surat gugatan/permohonan kepada

tergugal/termohon.

b) Adanya pemberitahuan bahwa tergugat/termohon boleh mengajukan

jawaban tertulis.

c) Pemberitahuan bahwa yang bersanglutan boleh membawa saksi_saksi dan

alat buktinya.

d) Hakim/Ketua Majelis menandatangani formulir pGL I dan 2, e).

Berdasarkan perintah hakim, maka jurusita/jurusita pengganti ke kasir

untuk meminta ongkos panggilan.3T

g. JurusitaJurusita.Ourusitapengganti

Dalam menjalankan tugasnya jurusita langsung menyampaikan kepada

yang bersanglutan dan kemudian yang dipanggil mendatangani relaas tersebut

dan bila tidali ketemu. relaas disampaikan lewat Kepala Desa/Lurah serta

berita acara harus dibubuhi cap dinas, bila yang bersangkutan atau Kepala

Desa/Lurah tidak mau menandatangani atau tidak mau memberikan cap dinas.

maka hal ini dicarat oleh Jurusita/ Jurusita pengganti kemudian

II
'\,tahkamah Agxmg- Pedomen pelalisanaan Tugas dan Administrasi pengadtlan Buliu

h. 9i.
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Jurusita/Jurusita pengganti menandatangani relaas tersebut tanpa mengurangi

keabsahan surat pemanggilan.

Bila pemanggilan lewat Lurah atau Kepala Des4 maka Lurah/Kepala

Desa wajib menvampaikan relaas tersebut. Dalam menl'ampaikan

pemanggilan sekurang-k-urangnya 3 hari sebelum sidang dibuka- Apabila vang

dipanggil tidak diketahui, tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal ).ang

tetap maka:

1. Perkara perceraian dan pembatalan nikah, maka mengikuti ketentuan pasal

27 PP No. 911975 dengan cara menempelkan gugatan pada papan

pengumuman dan mengumumkannya melalai satu atau beberapa surat

kabar atau mes media lain.

2. Perkara 1,ang laiq maka mengikuti pasal 30 HlR/pasal 7lg Rbg. Lervat

Bupati/Walikota tempat tinggal penggugat dengan menempelkan di papan

pengumunan pemerintah daerah dan papan pengumunxrn di pengadilan

Agama dan bila yang dipanggil meninggal dtmi4 maka panggilan

disampaikan kepada ahli warisnya, bila ahli waris tidak diketahui maka

dipakai ketentuan pada No I dalam perkara perceraian yang bersangkutan

meninggal. maka hal itu dicacat, sebagai dasar hakim untuk

menggugurkan perkara

3. Apabila yang dipanggil menurjuk kuasa hukum maka relaas disampaikan

kepada kuasa huliumnl'a.

4. Jurusita/ Jurusita Pangganti menl'erahkan relaas tersebut kepada.

5. majelis haliim 1'ang memerika perkara.
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6. Apabila yang dipanggil berada diluar yuridiksi pergadilan Agama lain

makq Jurusita/ Jurusita Pengganti pengadilan Agama palangka Raya

meminta bantuan kepada Pengadilan Agama yang lain dimana terpanggil

bertempat tinggal. Sedangkan relaas dalam hal ini harus menyebutkan:

a) Adanya perintah penyerahkan sehelai surat gugatan/permohonan

kepada tergugat/termohon.

b) Adarmya pemberitahuan bahwa tergugat/termohon boleh mengajukan

jawaban tertulis.

c) Pemberitahuan bahwa yang bersangkutan boleh membawa saksi-saksi

dan alat buktinya.38

h. Meja III

Tugas Meja III disini adalah menyerahkan salinan putusan pengadilan

Agama/Mahkamah Agung RI kepada yang berkepentingan, menyerahkan

salinan penetapan Pangadilan Agama kepada yang berkepentingan, menerima

memori/kontra memori banding. memor7kontra memori kasasi,

jarvabar/tanggapan peninjauan kemba.li dan lain-lain,

menyusur/menjahit/mempersiapkan berkas. pelaksanaan tugas-tugas Meja I,

Meja II, Meja III dilaliukan oleh Sub Kepaniteraan perkara dan berada

langsung di barvah pengamatan Wakil Panitera3e

3. Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui

tahap+ahap dalam huLum perdata- setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan

slbtd. h. gg-lcte
letbid 

h. 42.
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tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Maka tahap+ahap

pemeriksaan tersebul adalah:

a" Upaya perdamaian

Pada sidang upaya perdamaian. maka inisiatif perdamaian dapat timbul

dari hakim, penggugat ataupun tergugat. Haliim harus secara allif dan

sungguh-sungguh mendamaikan para pihak. Apabila temyata upaya damai

tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan.

b. Pembacaan gugatan.

Pada tahap pembacaan gugatarL maka pihak penggugat berhak menetiti

ulang apaliah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan

lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi acuan

(obyek) pemerikaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup

yang termuat dalam surat gugatan.

c. Jawaban tergugat

Pada tahap jawaban, penggugat diberi kesempatan untuk membela diri

dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat melalui hakim.

d. Replik penggugat

Pada tahap replik Penggugat dapat menegaskan kembali gugatannva

1'ang disangkal oleh tergugat dan juga mempertahankan diri atas serangan-

serangan oleh tergugat.

e. Duplik tergugat

Pada tahap duplik. malia tergugat dapat menjelaskan kembali

jas abarurl a l ang disangkal oleh penggueat. Replik dan duplik dapat diulang-
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ulang sehingga hakim memandang cukup untuk itu yang kemudian

dilanjutkan pembuktian.

f Pembuktian

Pada tahap pembuktiarq maka penggugat mengajukan semua ald_alat

bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian pula tergugat juga

mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannl,a (sanggahannya).

Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawannya-

g. Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan, maka mming-masing pihak (penggugat dan

Tergugat) morgajukan pendapat akhir tenlang hasil pemeriksaan.

h. Putusan hakim

Pada tahap putusan, maka hakim menyampaikan segala pendapatnya

tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan. putusan hakim

untuk mengakhiri sengketa {

Setelah majelis membacakan putusan kemudian majelis memberi

peqjelasan atau kesempatan kepada para pihak dalam tenggang rvaLlu l4 hari

untr:li manggunakan upaya hukum. Apabila kesempatan upaya hul-um tersebut

tidali dipergunakan maka putusan telah mempunyai kekuatan hulium tetap.

Dalam pasal 84 Undang-undang N0 7 uhun 1989 dijelaskan bahrva:

l) Panitera pengadilan atau pejabar pengadilan yang ditunjuk berkervajiban

selambatJambatnl.a 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan

pengadilan Iang telah memperoleh kekuatan hukum rerap. tanpa

'A. Mukti Ano. P.otre k perktra perdata rpada pengadilan .7gama t h 8_i
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bermaterai kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan

perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan u.ila1,ah

Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan maka satu

helai salinan putusan sebagaimana yang dimakud dalam ayat (l) yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula

kepada Pegawar pencatat Nikah (ppN) di tempat perkawinan

dilangsungkan dan oleh ppN tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar

catatan perkawinan.

3) Apabila perkawinan dilangsungkan diluar negeri maka satu helai salinan

putusan sebagaimana di maksud dalam ayat (l) disampaikan pula kepada

Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di

Indonesia.

4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagar surat bukti cerai

kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari rerhitung setelah putusan

yang diperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para

pihak.ot

h.28
"Undang-undang-undang No 7 Tahun lggg- ttrdang-bldarrg N \-0; Tahpt 1959,
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4 Peradilan Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam pandangan

Islam.

Setelah Islam datang dan Allah SWT memerintahlian Nabi

Muhammad Saw agar menyampaikan risalah, maka Ia memerinrahkan agar

dapat menyelesaikan segala sengketa yang timbul.a2

Firman Allah SWT:

cir"+\'; #;i t4 rrr*F.;? 3fi:.i 4:1iiu

@+j titis,*i*+;-6,r
Artinya: "Mal<a demi Tuhanmu, merela tidak beriman hingga merela

menjadilan lamu hahm terhadap perkara lang merel<a
perselisihkan, kemudian merela tidak merasa dala.m hati mereka
sesuatu keberatan terhadap Wtusan Wng lsmu beril@n, dan
merelra menerima dmgan sepenuhnsn. " a3 -

dll.r, }l (maka demi Tuhanmu) ,lla" menjadi tambahan.

J+-i LI ,,r-r.t-: ,jr &ri.JEy (mereka tidaklah beriman sebelum

nejadikanmu sebagai hakim tentang urusan yang menjadi pertikaian) atau

sengketa-

C-rr ra-.fii Jtr+ y F rf+r (diantara mereka kemudian mereka tidak

merasakan dalam hati mereka suatu keberatan) atau keraguan.

lJLiu +5t:. (tentang apa yang kamu putuskan dan mereka

menerima) atau tunduk kepada putusanmu itu,

L-^&.: (dengan seporuhnya) tanpa bimbang atau ragu.{

{:Muhammad 
Salam Madzkur alih bahasa Imron ANI pera dilan dalam lslant. Su.rlurta..R Bina Ilmu I99O. h. il

']Depag RI...l/-Qrran dan Teryemahma. Bandung : CV Dponegoro. :OOO. h gB
lmafl Jatatudrn Al-Maltalli dan lmam Jaludin As_Sa\uri. ie4emah Tafstr Jolalanberihr .lsbahn \itzul Jilid I. Barf;wg: Sinar Baru A.lgesindo. fOtf:- n. fOL;Of .
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Asbabun Nuzul: Diketengahkan oleh Imam yang berenam dari

Abdullah bin Jubair, katanya: 'Tubair berselisih dengan seorang laki-laki

Anshor mengenai aliran air di sebidang tanah, maka sabda Nabi Sarv:

'Airiliah tanahmu hai Jubair, kemudian teruskanlah aliran itu ke ranah

tetanggamu!: wajah Rasulullah pun berubah merah lalu sabdanlz: ,'alirilah

tanahmu hai Jubair, kemudian tahanlah air sampai kembali ke dinding dan

setelah itu barulah kamu kirimkan pada tetanggamu; demikian Jubair

mendapat haknya secara penutq padahal pada mulanya Nabi telah

mengusulkan kepada Jubat cara yang lebih Luwes. Kala Jubair: saya kira

ayat-ayat ini: maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga menjadikan

kamu sebagai hakim mengenai perkara yang mereka perselisihkan, hanya

diturunkan berkenaan dengan peristiwa itu.

Dan ditengahkan oleh Tabrani dalam Al-Kabir dan oleh Umaidi dalam

Musnadnya dari Ummu Salamah, katanya: ,Tuabir 
mengadukan seorang laki-

laki kepada Rasulultah Saw. Maka beliau menetapkan keputusan buat

kemenangan Jubair. Maka kata laki-laki itu: "ia dimenangkannya tidak lain

hanyalah karena ia saudara sepupunya Maka tunmlah ayat: ,,maka 
demi

Tuhanmu, mereka tidali beriman hingga menjadikan kamu sebrgri

hakim...........sampai akhir hayat. a5

Dan a),at lain Ia memerintahkan kepada Nabi Muhamrnmad dan

membimbingnl a agar memutuskan hukum dengan apa yang Ia turunkan

kepadanla.

'1tbid.. h. qe
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\,41 i,. i:;. 3; tt 6';; d=t i^€-.n a1 alii
s;t; fL v;ipi 6!'g\i 6i c, -e A'"*1y eri:-,

i'4;t'a

Firman Allah SWT : (Q. S. At-Maidah: 43)

[k 'k':r;ii ,.-'7'Yn'5"i;G ii'6$-r'*i
"4,;4i jt'yrti\;,;":":t3 .$in t, a. f-p.,#ii"r,i

@'o&***q#a;
Artinya'. "Dan Kami telah turunkan lcepadamu At eurhn dengan membqwa

kebenaran, membenarkan aW tang sebelumnla, yaiA kitab-kitab
don bau uiian terhadap htab-Htab yang lain itu; mol@ Wntstantah
perkara merela mehulut apa yng Allah nrunlcan dan janganlah
lcamu mengikuti hawa nafsu merelca dengan meninggalkan
kebenaran yang telah datang kepdamu. Untuk tiap_tiap u,tat
didntara kamu, Kami be kan aturan dan jalan yang terang.
Sekirany Allah menghendah, niscaya l<amu dijadil@n-Nry safit
umat, tetapi Alloh hendak menguji kamu terhadap pemberian-Njn
keytdamu, maka berlomba-lombatah berbuat kebajikan. Hanla
kepada Allah-lah kembali kamu semuon)n, lalu dibentahulan_N1n
kepadamu apa yang telah lamu perselisihlan in." (eS. Al-Maidah:
48) *

Tafsir ayat:

elilLliill (dan telah kami turunkan kepadamu) wahai Muharnmad. ,,iol

(kitab 1'alrri Alquran) ir.ttr (dengan kebenaran) berkaitan dengan

manzalna ,{r+ &',.tiliL.. (membenarkan apa yang terdapat di hadapannya)

maksudnya yang sebelumnya. Ua*-.1 \#ll CF (di antara kitab dan menjadi

salisi atau batu ujian (terhadapnya_ 'kitab". Di sini, maksudnya ia ialah kitab-

kitab terdahulu. dl# d-ti (sebab itu putuskanlah perkara mereka) maksudnl,a

antara ahli kitab jadi mereka mengadu kepadamu..ilt tDjLr (dengan apa ].ang

*/0,.i. tL I 16
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diturunkan Allah) kepada mu pri3rl eS. lr (dan janganlah kamu mengikuti

hawa nafsu mereka) dengan menyimpang t'ii&a llrl arlf u. Ori+tlc (dan

kebenaran yang telah datang kepadamu. Bagi tiap-tiap umat di antara kamu

kami beri) hai manusia_ l+t{LUr, (aturan dan jalan) maksudnya jalan 1.ang

nyata dalam agama yiurg akan mereka tempuh. ilrl3:t f.L+ j)tplrJJ

(sekiranya dihendaki Allah, tentulah kamu drjadikannya satu umat) dengan

hanya satu syariat. crslr (tetapi) dibagi-baginya kamu kepada beberapa

golongan. ;s3l+l (untuk mengujimu mencobai). ,.sll ,l (mengenai apa yang

telah diberikannya kepadamu). Berupa syariat yang bermacam-rnacam untuk

melihat siapakah di antara kamu yang taat dan siapa pula yang durhaka.

''urr!llil-0 (maka berlombaJombalah berbuat kebaikan) terpaculah

mengerjakannya. t+^ f+-r. rirt ,tt thanya kepada Allah lah kembali kamu

semua) dengan kebangkitan. gultr{ tt i.ritt+ |s+t i (maka diberitahukannya

kepadamu apa yang kamu perbantahkan itu). yalini mengenai agama dan

dibalasnya setiap kamu menurut amal masing-masing. a7

Asbabun Nuzul: Imam Ahmad dan Imam Abu Daud telah

meri*ayatkan dari Abdullah Ibn Abbas yang telah menyatakan: ..ayat ini

diturunkan berkenaan dengan dua golongan orang_orang yahudi yang satu

sama lainnya saling berperang, sehingga salah salu di antaranya di antaranya

menang atas golongan lainnya. Kejadian itu berlangsung ketika zaman

Jahilil'ah: lahirlah suatu pe4anjian bahs.a setiap orang dibunuh oleh golongan

lang menang dari kalangan golongan 1.ang kalah- maka diatnr.a ialah 50

!- hid.,lL 112-113
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wasaq. Dan setiap orang yang dibunuh oleh golongan yang kalah dari

golongan yang salah dari golongan yang menang, maka diatnya 100 wasaq.

Keadaan itu terus berlangsung sampai dengan datangtya masa Rasulullah

Savr,. di masa Rasulullah ada seorang dari kalangan golongan yang kalah

membunuh seseorang dari golongan yang menang. Lalu dari golongan yang

menang segera memutus seseorang kepada golongan yang kalah untuk

meminta diatnya sebanyak 100 wasaq akan tetapi golongan yang kalah

menyatakan: "Apakah hal seperti ini pemah terjadi pada kedua kabilah yang

agan4 kebangsaarL dan negerinya satu yaitu diat sebagian di antara mereka

separuh dari diat, yang lainnya? Dahulu kami memberikannya kepadamu

karena perbuatan aniaya kamu kepada kami dan kami takut kepada kamu serta

demi memelihara kesatuan karena kami takut menjadi bercerai-cerai. Akan

tetapi sekarang, setelah datangnya Muhammad kami tidak akan

memberikannya lagi kepadamu". Hal ini hampir saja membawa kedua

golongan itu ke arah pertempuran, akan tetapi akhimya mereka setuju untuk

mengemukakan kasus ini kepada Rasulullah Saw. agar beliau melerai

perselisihan di antara kedua golongan itu. Lalu mereka mengutus beberapa

orang dari kalangan orang-orang munafik. Untuk menguji kebijaksanaan

beliau Sarv. kemudian Allah menurunkan ayat: .Hai Rasulullah, janganlah

kamu dibuat sedih orang-orang yang bersegera (memperlihatkan

kekafirannnl'a. . . . . 

a8

*16id. 
h. l7l



Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang

berupa al-Qur'an maka di tangan Nabi Muhammad tergenggam kekuasaan.

Ketika ada berbagai perkara yang diajukan kepadannya maka perkara tersebut

Ia putuskan hukumnya, sebagaimana halnya ia memberikan fatwa apabila

diajukan permohonan fatwa kepadanya.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan

Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda:

o.i,ot ..:.,-t i...^ll , t, , . , , c . , . , .i. .
co ol-t J ft+ ,f a2b;-,, yl ur.el o,:t:t * J ,J- u"','

n,& i'i;;itrijcrj{V'* c,i -a.:'* *)
' ' - - ?" "'--" "'--,ox.,pt Jyo';rx'Ey*; *1V,>,.t g)tl dry ,Jl f*

-Z-> 'J 4 o,1 ro ,.c
'al b ** i'i F e'i -rt|S-sbt l).

o' .r.6t'u 4 y.'i g; .J;t; ili'U )^i t* ;ii
Artinya: " sesungguhnya aku hanya seseorang manusia sebagimana kamu

semua, sedang kamu mengajukon perkara kcpadaku, oleh karera itu
bamngkoli sebagian kamu lebih mengerti dan lebih mengetahui dari
pada sebagian yang lain.so

Dari hadist diatas bahwa ketika nabi Muhammad SAW menyclesaikan

perkara. masing-masing bebas (mengemukakan isi hatinya) sehingga perkara

tersebut dapat diputuskan dengan adil berdasarkan alat bukti yalcri saksi,

sumpah serta firasat.

Dalam lslam objek peradilan adalah peradilan yang menyangkut

semua hak, baik itu hak Allah SWT ataupun hak manusia. Dalam

perkembangannya setelah rasu(lulah wafal, ketika pada masa pemerintahan

khalifah Umar bin Khatab beliau meletakan undang dasar yang kukuh bagi

peradilan yang dikirimkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Sebagaimana bunyi

suratnya 1'akni:

{e Al-lmam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Haiiaj lbn Muslim Al-Qurais} An-NaisabuD-
Al-Jami u Shahih. Jilid 3. Da'rul Fiqr: Bairul t.th. h.l:8- 129.

t\vluhammad 
Salam l\.lad*ur alih bahasa lmmt Peradilan dalan tslan..... h.35.

Lf4
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"Sesungguhnya peradilan ia adalah fardhu lnng dilwfuhkan dan

sunnah yvng di ihtti. Mala fahamilah bila peradilan dibebanlan kzpadamu,

karena sesungguhnya tioda bermanfaat membicaralan kebenaran tanp

melal<sanal(anry)a. Samalan hak semua orang dihadapanmu, di dalam

pengadilanmu dan di dalam majelismu sehingga orang yang terpandang tidak

mengiginl@n leccend.erunganmu kepadanryn, don orang yng lemah tidak

menginginl@n kecenderunganmu kepadanrya, dan orang yang lemah tidak

puas asas dari keadilanmu. Pembuhian itu wajib bagi orang mendakwa, dan

sumph itu wajib bagi orang yang menolak dakwaan. Perdamaian ifil

diperbolehlan di antara l<aum muslimin keauli perdarnaian lang

menghalallran lnng haram atau mengharanlan yang halal. Tidak ada

halangan bagimu unruk memeriksa dengan alalmu dan mempertimbnglan

dengan peAniulonu keputusan lnng engkau telah puAsl<an pada hori ini agar

englau sampai pada kebenaran, larena sesungguhryn kebenaran itu harus

dilaksanakan, dan kembali pada kebewan itu lebih baik dari pada

berlepanjangan dalam kebathilan. Pahamilah , pahamilah aW yang terasa

ragu di dalam hatimu dari hal-hal yang tidak terdaryt di dalam Kitab don

Sunnah. Kemudian ketahuilah hal-hal yng serupa dan semisal. Ialu

kiaskanlah apa yang pling mendekatkan kepada Alkh SW dan mendekati

kebenaran. Jadilanlah hok orang yang menuduh seolah-olah tiado atau jika

berupa buldi berilanlah tenggang wahu ;ang secakupnln. bi la dia

mendatanglran buktiny mal<a beril<anlah hak iru kcpdonny. Alan tetapi bila

dia tidak mendatangkan bukriny maka perl<ara itu berarti englau anggap

36
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halal ; cara )nng demikian ini bertujuan menghihnglan keraguan dan

menjelaskan kegelapan. Kaum muslimin itu sebanding sebagiannjn dengan

sebagian yang lain lecuali, orang png didera larena melanggar had atau

orang yang dikenal kesaksian pahunp atau orang tnng dicarigai karena

adanln hubungan erat satu nnsab; karena sesungguhnln Alkh SW

mengurusi urusan batinmu dan membuhikan dengan buhi-buhi don sumpah-

sumryh. Jauhilah olehmu kemasan ketidak sabaran, menpkiti lawan dan

terombang ambing dalam permusuhan : larena kzbenaran yng dilaksanalan

pada tempamry in rcrmasuk perbudtan yang dibesarl<an oleh Allah

pahalannya dan diabailcan simpanannts. Barang siapo. lang benar niatnya

dan menghadapi hawa nafsu nal{a urusann)n yng ada antara dia sedang

manusia alan tercahryl(an oleh Allah. Barang siapa lang berup-pura

kepada manusia dengan perbuatan tahg diketahui oleh Allah SW dia

sebenamln tidak demikian, mala Allah altan membukalan aibnp. Bagimana

pendapatmu tentang balasan dari orang di banding dengan l<esegaran rizki

Atlah Sl{T.dan perbenddaharaan rahmatnya.5o

Peradilan secara sederhan4 cepat dan biaya ringan dalam Islam dapat

dilihat secara jelas dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan

tuntas. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari contoh yang dilaliukan oleh

Nabi Muhammad dan para sahabatnya.

l. Dad Abi Haurairah dan Zaid, bin Chatid aI Djahanni bahrvasannl a

keduannl a berkata: Sala mendalangi Rasulullah SAW dan ia berkata:

irAs-Sa11id Saabiq Alih bahasa Mudzalir Aaz- Filih Smruh Jitid .l-l,Bandung : al
Ma arif. 1986. h. 36.
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Sesungguhnya anak taki-laki telah berbua jahat kepada orang ini, dengan

menzinai isteriny4 dan bahwasannya saya di beri khamar bahwa saya

terhadap anali laki-laki saya hukum rqjam. Maka saya telah membayar

ganti rugi kepadanya dangan seratus biri-biri dan seorang budak

perempuan (walidah), maka Rasulallah SAW berkata maka saya akan

sungguh-sungguh keputusan diantara kamu berdua dengan kitab Allah

SWT, budak perempuan dan biri-biri itu kembalikan, dan terhadap anak

laki-laki anda seratus kali dera dan dibuang setahun : dan pergilah pagi-

pagi kepadanya perempuan orang ini, apabila ia mengakui maka rajamlah

dia. Maka berkata ia mengakui dan oleh karenanya Rasulullah SAW

memerintahkan dan ia pun dirajam.5l

2. Pada masa pemerintahan Umar brr Khatab r.a bahwasannya ada seseorang

yang ditangkap karena ia kedapatan telah mencuri. Dalam kasus ini

seorang pencuri tersebut telah mencapai nisob. Dalam hal ini Umar bin

Khatab r.a langsung menyelesaikan perkara ini dengan

mempertimbangkan kondisi sosial pada masa itu tanpa harus motong

tangan pencuri tersebut tetapi melainkan hanya di ganti dengan

memenj arakannl'a"

3. Dalam perkara yang diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib r.a yakni

mengenai kasus tentang baju besi milik Ali bin Abi Thalib r.a. kasus ini

intin]'a tentang hilangny'a baju besi milik Ali dari untan)'a. Kemudian

ketika dalam perjalanan Ali melihat bahs asannva bqiu besi miliknr.a

'rHalimsr! Hut-llm Pidana Stari'al Islam Menurut Ajaran Al u:unnah Jakarta : pT
Bula Binlan8. l97t- tL 386.
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berada ditangan orang Yahudi. Dalam perkara tersebut Ali bin Ali Talib

langsung menyelesaikan perkara tersebut pada wattu itu juga. Walaupun

pada alihiml'a baju besi yang telah ditemukan oleh yahudi tersebut

alihiml a dihibahkan oleh Ali kepada Yahudi.52

BAGAN TAIIAP-TAHAP PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN AGAMA 53
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B. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan penetitian

1. Kerangka Berpikir

Hemat penulis mengenai penerap.xl asas tersebut yang dikemukakan oleh

paliar-pakar hukum yang diuraikan melalui teori-teori hukum tentang asas

Pengadilan Agama sederhana, cepal dan biaya ringan serta berpedoman dengan

Undang-Undang yakni UU No.7 Tahun 1989 diatur pada pasal 5l ayat 3, pada

dasamya asas ini bermuara dari ketentuan asal 4 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970.

Sesuai 1'ang diinginkan UU dari asas tersebut dapat terealisasi kepada

pencari keadilan apapur itu perkaranya, sehingga dapat terwujud yang dicita-

citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan waktu lama sampai

bertahun+ahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang

sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulil oleh hakim kearah proses

pemeriksaan vang berbelit-belit dan tersendat-sendaf. jadi yang mencari keadilan

tidak dipersulit bahkan dipermudah dalam beracara di pengadilan Agama, sesuai

dengan prosedur l ang ada durgan menempuh beberapa tahapan yang dilalui.

Beranjak dari penerapan asas sederhan4 cepat dan biaya ringan tidak

keluar dari asas itu agar dapat terlaksana apabila sederhana yakni caranl,a yang

jelas- mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para

pihak dapat mengemukalian kehendaknya dorgan jelas dan pasti (tidak

berubahubah) dan penl.elesaiannp dilak:ukan dengan jelas, terbuka runtut dan

pasti. dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihal

l ang menghendakr acara 1'ang sederhana. Kalau cepat seperti itu juga 1.akni s.altu

singkat- dalam s a.Ltu singka: segera- tidak bary.ali seluk belulinl'a (tidah banr.ak
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pemik). cepal atau yang pantas mengacu pada ..tempo" cepat atau lambatrya

poryelesaian perkara sesuai dengan aturan yang ada. Adapun biaya ringan yakni

bial'a 1'ang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rali-vat adalah uang

vang dikeluarkan uttuk mengadakan (mendirikarl melaliukarl dan sebagainya)

sesualu. ongkos (administrasi ; ongkos 1'ang dikeluarkan untuli pengurusan surat

dan sebagainva). biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan

ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus diketuarkan

oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengkelanya di depan porgadilan.

Sehingga penulis mencoba meneliti sejauh mana penerapan asas tersebut

meskipun masih ada hambatan lain dalam menghadapi persoalan tersebut.

Skema kerangka pikir

Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya
Ringan dalam Penyelesaian Perkara di

Pengadilan Agama Palangka Raya

Langkah-langkah yang dilakukan maielis
hakim dalam menjalankan penerapan Asas
Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam
Penyelesaian Perkara di Pengadil"u Agarna

Palangka Raya

FAKTOR
PENDUKL'NG

FAITTOR
PENGI.IAMBAT
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2. PertanyaanPenelitian

a- Pmerapan asas sederhan4 cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian

perkara di Pengadilan Agama?

1) Berapa lama penvelesaian perkara dari pendaftaran sampai putusan di

pengadilan Agama?

a I Bulan

b. 2 atau 3 Bulan

c. 4 atau 6 Bulan

d. 6 Bulan atau lebih

2) Berapa kali persidangan dilaksanakan sampai perkara selesai?

a- I sampai 2 kali sidang

b. 2 sampai 4 kali sidarg

c. 5 sampar 6 kali sidang

d Lebih dari 6 kali sidang

3) Adaliah perkara yang diselesaikan melebihi dari waktu 6 bulan?

a- Ada

b. Tidak

4) Berapaliah bial'a perkara sampai perkara itu putus?

a- Kurang dari 200.000

b. 200.000 atau 250.000

c. Lebih dari 300.000

5) Perkara apa l ang dominan diselesaikan oleh majelis hakim?

a- Sengketa perkarr inan
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b. Sengketa waris

c. Sengketa Hibah wakaf dan shadaqah

d. Perkara lainnl'a

b. LangkahJangkah apa saja yang dilakukan mqjelis hakim dalam

menjalankan penerapan tersebut?

c. Bagaimanakah upala majelis hakim Pengadilan Agama palangka Raya

mengatasi hambatan dalam penerapan tersebut?

l) Bagaimana penlelesaian perkara bagi mereka yang tidak berdomisili

di Palangka Rala ?

2) Apakah banyaknya kasus yang ditangani dapat mempengaruhi proses

penyel esaian perkara ?

3) Apakah yang berperkara prodeo menyebabkan terhambatsrya asas

tersebut?

4) Bagaiman langkah yang dilakukan mewujudkan peradilan sederhana,

cepat dan biava ringan?

5) Apakah dengan dilakanakan sidang keliling dapat mempenganrhi

persidangan?

6) Apakah dengan perkara yang dilakukan pengacara untuk membela

klien dapat menghambat persidangan?

7) Apalah pihak yang perkara dikomutasi dapat menghambat

persidangan?
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

l. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam melakrkan penelitian tentang penerapan

asas sederhan4 cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di

Pengadilan Agama Palangka Ray,a (Studi persepsi para Hakim) yang

menerapkan asas sederhana, c€pat dan biaya ringan dalam penyelesaian

perkara di Pengadilan Agama palangka Raya" dilakukan selama dua bulan

tetapi sewaktu-wal-tu apabila sudah data terkumpul sebelum batas wahu,

maka penelitian ini dianggap selesar. Namurq jika batas waktu tiba dan

penelitian ini belum selesai maka waltu dapat diperpanjang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengambil tempal di pengadilan Agama Kota

Palangka Rat'a dengan pertimbangan sebagai berikut:

l) Para hakim l.ang menerapkan asas sederhana- cepat. dan biaya ringan

dalam penl'elesaian perkara di pengadilan Agama palangka Raya

2) Tema dan permasalahan dalam penelitian ini terjadi di pengadilan Agama

Palangka Raya.

3) Data 1'ang diperlukan memungkinkan untuk digali secara mendalam.

44
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B. Pendekatan Objek dan Subjek Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif

desloiptrf. Menurut Suharsimi pendekatan merupalian metode atau cara untuk

mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non-el<sperimen yang dari

segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambilt, sedangkan Nasir

mengungkapkan bahwa deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti

sekelompok manusi4 suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau sualu

kelas peristiwa pada masa sekarang yang bern:juan menggambarkan secara

sistematis, factud dan alurat mangenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena

yang diselidiki2. Maksudnya" seorang penulis harus dapat memahami serta

menghayati antara apa )'ang terjadi apa ),ang diteliti. Dalam pendekatan ini

malisudnya adalah pendekatan -vang nantinya menghasilkn data-d,a*a deshptif

berupa kata te(ulis atau lisan 1'ang bersumber dari orang-orurg dan perilaku

yang diarnati3.

Pendekatan kualitatif deskripti_f dalam penelitian ini dimaksudkan agar

dapat mengetahui dan menggambarkan apa 1,ang terjadi di lokasi penelitian

dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai

penerapan asas fleksibilitas dalam penl.elesaian perkara di pengadilan Agama

Palangka Raya- Jadi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan

'Suhasimi- Prosedra- Penelitian Sra,n petdel;ann h.akek. Jalafia: pT Rineka Citr4 1997.
h. l!.

:\{oh 
Nasir. -tlerod? penelirian HuAi.tm. -laliana: pT Rineka Cipta. 1999. }L 63.-'I-err'. J. Moleong lletode penelitiot A'talirarrl Bandung: pT nemaja Rosdakarla

Ol'lsel :rrll. IL 6-i.
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asas fleksibilitas dalam penyelesaian perkara di pengadilan Agama palangka

Raya (Studi kasus dalam cerai gugar pada rahun 2007).

Selanjutnl'a dalam menetapkan subjek penelitian. peneliti

menggunakar teknik total sampling 1.aitu mengambil dari keseluruhan yang

ada" kemudian dijadikan subjek semua dan subjek tersebut adalah penerapan

asas tersebut baik semua hakrm pengadilan Agama palangka Raya yang dapat

memberikan data inti atau menjadi sumber data pnmera. Sebagai bahan

penunjang atau data sekunder adalah hasil dari penerapan para hakim

pengadilan Agama dalam menerapkan asas tersebut. Adapun yang dijadikan

subjek penelitian ini adalah hakim peradilan Agama yang dapat menjelaskan

dan memberikan informasi data inli atau menjadikan sumber data primer,

2. Objek Penelitian

Adapun objek

menyelesaikan perkara

penelitian ini adalah

di Pengadilan Agama

persepsi hakim dalam

tentang penerapan asas

fleksibilitas dalam penvelesaian perkara di pengadilan Agama palangka Ra.va.

C. Penentuan Latar Penelitian

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnl.a pada Bab I, bah*a rencana

penelitian ini berau.al dari adanl.a bagaimankah penerapan asas sederhana_

cepat, dan biaya ringan di pengadilan Agama dalam berperkara pengadilan

Agama memiliki kompetensi absolut 1.ang telah diatur dalam pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan Agama.

Kompetensi absolut berkenaan dengan perkara-perkara perdata 1.ang meliputi

BrEllan -lsbshati- -t.le todologi penelinan HuAlrn. latlafia. RfuEka Cipta, 1999. h. 90.
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perkara perkawinan, waris, wasia! hibalU wakaf, zakat, infaq, shadaqalr, dan

ekonomi s1,ari'ah. Sedangkan kompetensi relatif adalah rvewenang pengadilan

Agama l ang menl.angkut wilal'ah huklmnl.a. Tugas pokok pengadilan

Agama adalah menerim4 memerilsa- menl,elesaikan perkara yang diajukan

sesuai ketrenangannya-

Pengadilan Agama patangka Ra1,a merupalan suatu lembaga khusus

bagi umat Islam untuk mencari keadilan di rvilal,ah palangka Raya. Kemudian

menentukan latar ini dilatarbelakangi pengadilan Agama palangka Raya yang

lerletak di ibu Kota propinsi Kalimantan Tengah yang menjadi pusat

pemerintahan Selain itu penentuan larar dari penelitian ini karena pada

Pengadilan Agama palangka Ray4 kasus y.ang ditangani oleh hakim baik

perkara apa saja mengenai wewenangnl,a da.lam penerapan asas sederhana-

cepat, dan biaya ringan.

Palangka Raya lebih pesat dibandingkan dengan kabupaten_kebupaten

yang berada di Kalimantan Tengah 1.ang sekarang terdiri dari 13 kabupaten

dan 1 kota- Adapun kabupaten-kabupaten dan kota tersebut )akni kota

Palangka Ray4 kota Waringin Timur. kota Waringin Barat. Katingan, Kuala

Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas. Murung Ral.a- Barito selatan. Barito

Selatan, Barito Timur, Seru1.an Sukamara- Lamandau, dan Muara Teweh.

Pengadilan Agama 5,ang kedudukan di kota dan kabupaten, wilayag

hukumnya meliputi daeralr kota atau kabupaten tersebul.



48

D, Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini,

penulis menggunakan teknik sebagai beriLtt:

I ) Watlancar4 1'aitu merupakan cara yang digunalian untuk memperoleh

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan teftentu.5 Wawancara

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewal\.ancara (Interviener) yang

mengajukan pertzuryaan dan yang di wawancarai (Interviewee) yang

memberi jawaban atas pertanyaan.6 Sedangkan warvancara yang

dimaksudkan di sini, peneliti meminta keterangan melalui dialog secara

langsung terhadap para hakim pengadilan Agama untuk menggali

keterangan yang berhubungan dengan ruang linglup penerapan asas

sederhan4 cepat, dan biaya ringan tersebut.

2) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data 1.ang bersumber dari

dokumen dan calatan-catalan tertulis, berkas-berkas, serta mempelajari

secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data 1,ang

diperlukan meliputi:

a) Surat gugatan para penggugal 1.ang terkarr dengan perkara_perkara

peradilan tahun 2007.

b) Laporan tahunan tentang perkara-perkara peradilan dengan putusan

tahun 2007-

c) Lampiran surat keputusan majelis haliim 1.ang mengenai perkara_

perkara peradilan Iersebut.

stbid,L 
.

texr. J. Ivlole<ng.l letde Peaalitiot Kt alibnf. tL l3i
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d) Berita persidangan acara-acera tersebut.

e) Surat jarvaban tergugat

f) Bulli-buki perkara.

g) Berkas-berkas 1.ang berkaitan dengan keberadaan pangadilan Agama

Palangka Ray a r.ang meliputr:

l) Struktur kepemimpinan pengadilan Agama palangka Rava sejak

berdirinya hingga penelitian ini dilalukan.

2) Kondisi pegarvai pengadilan Agama palangka Ra1,a.

3) Kondisi hakim/majelis hakim pengadilan Agama pdangha Ra1,a-

4) Dokumen lain yang dianggap perlu.

E. Pengabsahan Data

Keabsahan data, menjamin bahwa paterapan asas sederhan4 cepat,

dan biaya ringan di pangadilan Agama palangka Ra1.a para hakim

menerapkan asas itu, siapa pun yang berperkara. Kecua.li ada hal-hal ;-ang

kurang atau cacat. Hal ini dilakukan penulis untuk menjamin bahwa data

tersebut memang benar-benar ada-

Selanjutrya, untuk memperoleh tingkat keabsahan data maka teknik

yang digunakan adalah Triangutasi sumber. Triangulasi ada.lah teknik

pengabsahan data yang memadaatkan sesualu yang lain diluar data itu untuk

pengecekan atau sebagai perbandingan. Dalam Triangulasi sumbet

dimalsudkan dan mengecek balik derajat kepercar.aan suatu informasi ].ang
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melalui waltu dan alat yang berbeda dengan metode halitatif.i Hal ini dapat

dicapai dengan jalan:

I. Membandingkan data hasil pengamatan dengan dara hasil wawancara.

2. Membandingkan hasil observasi dengan hasil penelitian.

3. Membandingkan hasil u,awancnra yang diperoleh dan hakinq dengan

putusan hakim yang terdahulu dalam perkara yang sama sebagaimana

telah disebutkan,

F. Analisis Data

Analisis data bermalsud untuk mengorganisasikan data yang

terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan

dan mengelompoklian, memberi kode, serta mengkategorikan.8

Analisa yang digurakan dalam penelitian kualitarif deskripttf ini

melalui beberapa tahapan. yaitu:

l. Pengumpulan data, data hasil wawancara dikumpul sebagai dokumen

mentah untuk diseleki pada tahap berikutnya.

2. Data Reducrion (pengurangan data), )eitu semua dala yang terkumpul

tersebut terpilih antara )'ang relevan dan t.ang tidati relevan. Data ),ang

tidali sesuar ditinggalkan atau tidak di masuklian sebagai laporan

penelitian.

3. Data Disphy (penampilan data), 1,aitu data 1.ang sudah relevan tersebut

disaring dan dituangkan dalam Bab IV sebagai laporan r.ang tersusun

/6rr{ h. 178

"tbid, L tl9
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secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian normatif

yang tersedia

4. Data Conclusion (menarik kesimpulan dari data 1,ang diperoteh), yaitu

setelah menjadi sebuah karya ilmiah selanjutrl,a mencari kesimpulan

sebagai jarvaban dari rumusan masalah.e

.. . -1Ey a"&- ]lerdologi Penelitian Kualibnf pod,an Dan ltetah*on penelirian
llarai. STAN Palanglia Rarm
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BAB IV

HASIL Pf,NELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gamtraran Umum Lokasi

l. Dasar Hukum dan Sejarah Singkat Berdirinya pengadilan Agama

Palangka Raya

a. Dasar Hukum

Pembentukan Pengadilan Agama palangka Raya mengacu pada

peraturan pemerintahan Nomor 45 Tahun 1957 tentang p€mbentukan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam

pasal I Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan: ..Ditempat-tempat yang

ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama,/Mahkamah

Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum pengadilan

Negeri".

Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957

disebutkan juga bahwa "Pelaksanaan peraturan ini diatur oleh Menteri

Agarna".

Sehubungan dengan Peraturan pemerintah tersebut Menteri

Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun l96g

tentang penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah

Syari'ah di Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur. Nusa Tenggar4

Sumara.
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Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam

poin menetapkan: "Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari,ah di

daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

l. Kotamadl'a Palangka Raya di Palangka Raya

2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun

3. Kabupaten Barito di Buntok."

Dalam Poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut

disebutkan ''Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan." Sedangkan

Keputusan tersebut di tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.r

b, Sejarah Pembentukan

Propinsi Kalimantan Tengah diresmikan Pembentukannya oleh

Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekamo pada Tahun 1957 yang

berdiri dari I (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan

pembentukan propinsi tersebut yang beribu kota I Palangka Raya dengan

serta merta diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan

pemerintahan yang baru dibentuk, maka secara bertahap dibentuklah

institusi kelembagaan baik yang di tingkat propinsi maupun di tingkat

kabupaten.

Sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum

terbentuk masyarakat muslim di Palangka Raya perlu memohon kepada

pemerintah pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk

'Pengadilan a$ma Palangl(ara] a -s€kilas profil p€ngadilan agama kla5 lB
Prlangkara\ a- t.dr-h. i.
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pengadilan agama di Palangka Raya karena Pengadilan negeri sudah

terbentuk.

Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka raya dalam rapat

ke{a Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang diadakan

pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat

antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan

Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan

Timur. Dan usulan tersebut ternyata dijadikan pertimbangan oleh Menteri

Agama RI dalam pembuatan Surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968

yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan surat keputusan

tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun

1968. namun baru ada realisasinya berupa penyediaan sarana dan

prasarana fisik gedung Kantor pada tahun anggaran 197411975 dari DIP

Pemerintah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak

di jalan Kapten Piere Tendean no.2 Palangka Raya dengan luas bangunan

penama kali seluas 200 m:.2

2. Batas Wilayah

Secara astronomis kota Palangka Raya terletak antara I130 56 BT dan

20 l8 LS. Dengan batasan sebagai berikut:

- Secara Ceografis (alam. sungai. hutan. daratan tinggi),

-tbid h. i-8.
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Secara Administratif (kewilayahan) kota Palangka Raya berbatasan

sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Gunung Mas.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.3

3. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya terdiri dari 5

Kecamatan dan 29 Kelurahan yang ada di Kota Palangka Raya dengan rincian

sebagai berikut:

a. Kecamatan Pahandut 5 Kelurahan

b. Kecamatan Jekan Raya 4 Kelurahan

c. Kecamatan Sebangau 6 Kelurahan

d. Kecamatan Bukit Batu 7 Kelurahan

e. Kecamatan Rakumpit 7 kelurahan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya sebelum adanya

pemekaran hanya ada 2 kecamatan, yaitu kecamatan Pahandut dan kecamatan

Bukit Batu. Dengan adanya pemekaran kecamatan, wilayah hukum

Pengadilan Agama Palangka Rala menjadi lima kecamatan.a

' lbid" h.l.
'tbid.. h.1
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4. Penduduk

Penduduk Kota Palangka Raya berasal dari penduduk asli Suku Dayak

dan pendatang .vang berasal dari berbagai suku bangsa di wilayah Kepulauan

Nusantara s€perti Banjar, Jawq Bugis dan lain-lain. Luas wilayah Kota

Palangka Raya berjumlah 2.678,51 Km (267.851 Ha). Berdasarkan hasil

registrasi akhir tahun 2006 oleh Kanwil Depag Agama Kalimantan Tengah

jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2006 adalah 182.264 jiwa

dengan kepadatan penduduk 77jiwa per km2.

5. Agama

Agama yang dianut oleh penduduk Kota Palangka Raya terdiri dari

lslam, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha- Berdasarkan daa dari Kanwil

Depag Propinsi Kalimantan Tengah, bahwa jumlah penduduk kota Palangka

Raya pada tahun 2006 akhir berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat

dalam bentuk tabel berikuts:

Tabel | .

Penduduk Kota Palangka Raya Berdasarkan Agama Yang Dianut
Tahun 2006

Sumber: Kanrvil Depag Propinsi Kalimantan Tengah.

No Jumlah Prosentase
I lslam r09.858 60,3 0/o

2 Kristen Prolestan 57.828 3l,7 Yo

3 Kristen Katolik 6.158 3,4 0/o

4 Hindu 6.278 3,4 0

Budha 1,2%
Jumlah 182.264 '100%

'Kanrr il Dcpae Prupinsi kalimanun Tengai. 3006

Agama

5 2.t42
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Jadi agama yang dianut penduduk kota Palangka Raya dari lima agama

tersebut yang paling banyak adalah agama Islam sebanyak 60,3 % dan sisanya

adalah agama lainnya s€perti Krislen Protestan 31,7 %, Kristen Katolik 3,4 %,

Hindu 3,4 % dan Budha 1,2%.

6. Susunen Hakim dan Majelis Pengadilan Ageme Palangks Rryr

Pada tahun 2009 jumlah hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

berjumlah 6 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat tentang data{ata para

hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pa& tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Tahun 2009

Sumber: Subbag Umum Pengadilan Agama Palangka Raya.

Untuk Majelis hakim di Pengadilan agama Palangka Raya dilakukan

oleh tiga majelis hakim yang terdiri dari majelis hakim A, majelis hakim B

dan majelis hakim CI. Dalam rangka mewujudkan prinsip peradilan yang

sederhan4 cepat dan biaya ringan maka dilaksanakan persidangan sesuai

jadwal sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Seniq Selasq Rabu dan

Kamis-

No Majelis Nama Hakim Kode

I Majelis A H. Shaleh, SH.,MH A
Dra. Ida Sariani, SH c2
Drs. M. Sakdulloh C3

2 Majelis B Ihs. H. Hatpiadi, MH B
Dra. Ida Sariani C2
Drs. Parhanuddin c4

3 Majelis Cl Dta. Hj. Zwaidah Hatimah, SH CI
Drs. M. Sakdulloh
Drs. Parhanuddin c4

C3
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Tabel 3
Keadean Hakim Pengadilan Agama di Palangka Raya Tahun 2fi)g

Sumber Subbag Umum Pengadilan Agama Palangka Raya

Peneapan kerua Pengadilan Agama Palangka Raya tentang majelis

hakim merupakan hasil mus.r,a*.arah para hakim Pengadilan Agama palangka

Raya sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang

Nomor I4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

kervenangan Pengadilan Agama- Kepres RI Nomor 2l Tahun 2004 tentang

pengalihan organisasi. adminisrrasi dan financial di lingkungan pengadilan

L'mum. Pengadilan Tam Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah

No Nama Pendidikan
Tertinggi Golongan Jabatan

I H. Soleh, SH, MH S2 IV/b Hakim
madya
muda

2 Drs. I{. Hatpiadi. SH. MH S2 tvlb Hakim
madya
muda

3 Dra. Zwudah Hatimah. SH SI ilt/d Hakim
pratama
utama

4 Dra. lda Suriani, SH SI Ir/d Hakim
pratama
madya

5 Drs M. Sakdullah Iil/d Hakim
platama
madya

6 Drs. Pahnrddin. SH III/d Hakim
pratama
madya

SI

SI
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Agung. Adapun kewenangan Mahkamah Agung bahwasanya segala

administrasi dan yustisial seluruhnya ke Mahkamah Agung yang dahulunya

admini*rasinya ke Departemen Agama dan yustisial ke Mahkamah Agung.

B. Laporan Hasil Penelitian

Untuk langkah pertama dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu

mengajukan surat izin penelitian pada lembaga Pengaditan Agama palangka

Raya. Setelah mendapat tanggapan dan diberikan izin selanjutnya penulis

melakukan observasi dan mencari data-data yang diperlukan. tangkah

selanjutnya penulis menghubungi para hakim (subjek penelitian) untuk

melakukan war.r,ancara dalam mencari data primer.

Pada lemMga Pengadilan Agama Palangka Raya hanya berjumlah 6

orang hakim sudah termasuk ketua dan wakil ketua. Namun ketua tidak

diwawancarai karena kata beliau sudah mervakili dari jawaban-jawaban para

hakim. Adapun dari hasil wawancara penulis dengan para hakim Pengadilan

Agama Palangka Raya sesuai dengan urutan sebagai berikut:

Responden I

Nama : Dra. lda Sariani. SH

Tempat tanggal lahir : Muara Terveh, l8 Juni 1968

Pekerjaan/jabatan : PNS/Hakim

Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya

Alamat : Jl G. Obos IX No. 148 Palangka Raya

Pada tanggal l6 Pebruari 2009. pukul 10.30 Wib di ruangan

perpustakaan Pengadilan A_eama Palangka Rala "lS" dari penjelasan beliau
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mengenai asas sedeihana yalili acaranya tidak b€rbelit+elit di liaf dari kasus

yang diajukan apabila acara atau per*aranya sesuai dari gugatan yang diajukan

maka acara Iebih sederlrana dan cepat

Adapun ese< cepat yakni s€stui dari volume persidangan deng,an

melalui beberapa tahapan rsuai pmsedur yaitu perdamaian, tanya jawab

(Reflik-Duflik), pembul$ian, musyawarah majelis hakim dan putusan. Dari

perjalanan sidang tidak terlepas dari kehadiran kedua belah pihak dalam

persidangan. Apabila kedua asas tersebut terlaksana maka biaya tersebut akan

ringan sesuai dengan asas biaya ringan-

Menurut *lS" Penerapan asas saat ini sudah tercapi rsuai yang

diinginkan kalau acara itu sederhana maka acara itu pula akan sedertrana,

sebaliknya kalau cepat dalam persidangan maka acara itu pula akan cepag

tentun5.e biaya itu akan ringan- [{enurut beliau mengenai biaya sudah

ditenlukan olch lr{ahkamah agun,e sesuai dari daerah masing-masing, di

tentukan letak domisilinSa. biala tersebut relatifmurah di liat dari radiusnya,

Adapun upa1,a majelis hakim dalam asas tersebut terus mengupaSrakan

para pihak hadir dalam setiap per-\idangan serta sepanjang melihat perkara

1.ang diajukan- Apabila alasan cerainl a k*:t Cri pe:-{i.3re sebenarnF sertc

sesuai dari gugaknn-va maka akan dikabulkan. Adapun langkahJangkah

mqielis hakim dalam asas tersebut memberikan pandangan kepada kedua

belah pihal mengenai perdamaian dan kehadiran agar dalam persidangan

acaranva jelas dan runtun-
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Menunrt *lS" faktor pendukung dan pengfiambat tergantung kepada

kedua belah pihak dalam mengtadiri persidangan dari volume persidangan

hadir terus semakin cepat prosesnya 3 sampai 4 kali sidang hingga putui

sebalillla tidak hadir salah smr pihak memperlambat volume persidangan.

Responder II

Nama : Drs. M. Sakdullah

Tempat tanggal lahir : Kendat,3l Oktober 1964

Pekerjaan{abaan : PNVHakim

Tempar : Penqadilan Agama palangka Raya

Alama : JI Gatot Subtroto

BerdasarLan wawancara pada tanggal 20 pebruari 209 pukul 09:00

Wib di ruangan hakim bahwa menurut ..SL" dari pengertian asas sederhana

yakni scsuai dari kasusnya, acara tersebut sederftana mungkin tidak

menyimpang hukum acara perdata tidak berbelit-belit. cepat yakni tetap sesuai

waktu artinya melalui beberapa tahaparu perdamaiarq tanya jauab (Reflik-

Duflik), pembuktian, musyarvarah majelis hakim dan putusan juga tergantung

dari pe*aranya. Biaya ringan 1,akni sekarang biala sudah ringan lang di

tentukan Mahkamah Agung yang sudah diseragamkan serta dilihar dari radius

tempat be.domisilinya bia1,a relatif lebih murah.

Penerapan Asas di Pengadilan Agama sudah tercapai sesuai dari

keinginan para hakim dan pencari keadilan, Penyelesaian perkara khususnya

cerai gugat maksimal 6 Bulan sudah putus tetap relarif dalam perkamnla

apabila belum puns mtmgkin disebabkan kasus 1.ang gantung atau tidak ada
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kejela""n Sebaliknya tidak ada sebab akan ada teguran dari Mahkamah

Agung.

Persiapan yang dilakukan para majelis hakim dalam persidangan terus

di upayakan memberi pandangan mengenai perdamaian dan kehadiran anrara

kedua belah pihak tiap kali persidangan sehingga keinginan para hakim dalam

asas terscbut tercapai, serta langkahJangka yang dipersiapkan majelis hakim

sebelum sidang dilaksanakan sudah dikuasai gugaran yang dilayangkan para

pihak yang akan bersidang serta ditentukan bagian-bagian yang nantinya akan

ditanlakan dalam menggali kebenaran dari pe*arq juga tidak terlepas dari

kehadiran para pihak itu sendiri.

Menurut *SU' faktor-faktor pendukung dan penghambat yakni yang

sangat vital kehadiran para pitrak dan dilihat dari kasus n1a masing-masing,

bagi 1,ang menggunakan kuasa hukum kadang memperlambat volume sidang

namun bagi para hakim mempermudah dalam menggali suatu kebenaran

karcna kuasa hukum menjelaskannya dengan cara tertulis, tapi tidak dikatakan

menghambat persidangan. Bahrra dalam hukum acara perdata png sangat

menentukan kasus itu sampai putus hanlalah kedua belah pihak yang

melayangkan gugatan nya kepada Pengadilan Agama yang saling ber

kerjasama dan berkomunfuasi, agar keinginan untuk bercerai dapat dikabulkan

karena masalah-masalah kompleks dalam keluarga yang tidak dapat

terselesaikan.
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Responden III

Nama : Drs. H. Hatpiadi, SH. MH

Tempat tansgBl lahir : Banjarmasiq 18 Agustus 1957

Pekerjaan{abatan : Hakim/Wakil Ketua

Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya

Alamat : Jl. Bangas Permai JI. Rakat No. I l8 Blok I

Berdasarkan \yawancara pada tanggal 25 Pebruari 2009 pukul 11.00

Wib di ruangan wakil ketua bahrva "HD- meagenai pengertian dari asas

sedertEna yakni dad pendaftarkan suatu gugatan tanpa ada urusan yang

panjang tidak harus minta surat dari RT/RW ataupun lurah, hanya datang

Kepengadilan Agama penggugat atau pihak yang berperkara maka itulah

sederfrana, asas cepat sesuai waktu yang ditentukan majelis hakim dari

tahapan-tahapan }?ng dilalui yakni perdamaian, tanya jawab (Reflik-Duflik),

pembuktiaq muryawarah majelis hakim dan ptm.rsan. Biaya ringan apabila

kedua asas tersebut terlaksana maka secara otomatis biaya akan ringan, apa

lagi keduanya hadir tidak ada panggilan.

Dari penerapan asas tersebut sudah sesuai 1,aog diinginkan para hakim

artinya dari asas sederhana- c€pat dan biaya ringan sudah tercapai dalam

prakteknya, tapi betum tahu persepsi dari para pihak itu sendiri, mungkin

tercapai atau tidak

Dalam penyelesaian perkara khususnya c€rai gugrt rata-rata

dominannya 2 bulan srdah putus itu be{alan dengan semestin}.a kalau tidak

ada permasalahan yang sangal mendukung dari perkara itu ),akni kehadiran
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para pihak dan domisili para pihak iar sendiri dari biaya sudah mengacu pada

Mahkamah Agung yang diseragamkan sesuai daerah masing-masing hingga

sudah dipertritungtan besar kecilnya kasus itrl.

Adapun qap para hakim dalam menerapkan asas sederhana cepat,

dan biaya ringan yakni harus melalisanakan acara-acara hukum perdata yang

sesuai dengan aturan. serta langkah-langkahnya memberikan pandangan

tentang perdamaian dao kehadiran para pihat<, yang sangat menentukan

hanyalah para pihak io sendiri kalau mau cepat putus.

'HD" faktor-faktor perdukung dari asas sederhana, cepat dan biaya

ringan kehadiran para pihak dan daenh domisili para pihak, bagi yang

menggunakan kuasa hukum dapat membantu dalam penidangan juga sidang

keliling dapat mengatasi dari biaya ringan itu sendiri. Faktor-faktor

penghambat dari asas tersebut kctidak hadiran para pihak domisilinya,

peftara yang dikomulasikan rctatif dapat menghambat persidangan artinya

menggabmgkan antara cerai dengan harta gono-gini, cerainla belum putus

mengajukan kembali harta gono'gini akhimyz perkaranya gantung.

Responden IV

Nama : Dra Hj. Zuraidah HatimatL SH

Tempar hnggal lahir : Banjarmasiq 14 April 1968

Pekerjaan{abatan : PNVHakim

Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya

Alamar : Jl. Seriti No- 273 Palangka Raya

,
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Berdasarkan hasil warvancara dengan ,2D" gadahan Senin, tanggat 2

Maret 2009 di nrangan hakim, menunrt beliau pengertian asas sederftan4

cepat dan biaya ringan adalah s€d€rftana yakni melihat gugatan para pihak

mulai dari mendafur hingga Ftusan tidak berbelit+elit serta gugaran tenrah

sesuai yang dialami oleh para pihaf. Cepat yakni sesuai waktltempo yang

ditentukan majelis hakim dari tahapan-tahapan yang dilalui yakni perdamaian,

tanya jawab (Reflik-Duflik), pembulciaq musyawarah majelis hakim dan

putusan. Biaya ringan apabila kedua asas tersebut terlaksana maka secara

otomatis biaya akan ringao, apa lagi keduanya hadir tidak ada panggilan.

Dari penerapan asas tersebut sudah sesrai yang diinginkan para hakim

artinya dari asas sederhan4 cepat dan biaya ringan sudah tercapai dalam

praktekn),4 tapi behun tahu persepsi dari para pihak itu sendiri, mungkin

tercapai atau tidak

Dalam penyelesaian perkara kftususnya cerai gugat rata-rata

dominannya 2 bulan sudah putus itu berjalan dengan semestinya kalau tidak

ada permasalahan di anjurkan tidak lebih dari 6 bulan tetapi tidak menutup

kemungkinan lebih dari 6 bulan tergantung dari perkaranya yang sangat

mendukung dari pe*ara itu ).akni kehadiran para pihak dan domisili para

pihal itu sendirl dari biaya sudah mengacu pada Mahkamah Agung yang

diseragamkan sesuai .leerah masing-masing hingga sudah dipertritungkan

besar kecilnya kasus itu-

Adapun upaya para halim dalam menerapkan asas siederhana cepat

dan biaya ringan yakni harus melaksanakan aqra-acafir hukum perdata 1.ang
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sesuai dengan aturan dan majelis hakim dalam perrdamaian juga

dilihat dari potitum (permiaaan) para pihak agar mengetahui para hakim, serta

langkah-langkahnl,a memberikan pandangan tentang p€rdamaian dan

kehadiran para pihalq yang sangat menentukan hanyalah para pihak itu sendiri

kalau mau cepat putus.

*ZD" faktor-faltor pendukung dari asas sederham, c€pat dan biaya

rinmn kehadiran para pihak dan daerah domisili para pihalq bagi yang

menggunakan kuasa hukrmr dapat membantu dalam persidangan juga sidang

keliling dapat mengatasi dari biaya ringan itu sendiri. Faktor-faktor

pengtambat dari asas tersebut ketidak hadiran pam pihalq domisilinya,

perkara yang dikomulasikan relatif dapat merrghambat persidangan artinya

menggabungkan antara cerai dengan hafia gono-gini, c€rainya belum putus

mangajukan kembali harta gono-gini akhimya perkaranya gantung.

Resporden V

Nama : Drs. Parhanuddin

Tempat tanggal lahir : Anjir Kelampan, 17 Juti 1966

Pekerjaan{abatan : PNS/Hakim

Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya

Alamat : Jl. Kecubung II No. 0E komplek Palangka permai

Berdasarkan hasil wawancara dengan "PD" pada hari Senin tanggat 2

Maret 2fi)9, di ruangan hakim menurut peng€rtian a-sas sederhana terlebih

dahulu melihat isi gugatan yang jelas adan)a potitum, posita serta

singkronisasi antar keduaflla s€hingga mencerminkan gugaran lang baik
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tergambar dari gugatan itu sendiri serta kejelasan Identitas para pihak Asas

cepat sesuai tempo persidangan makin cepA volume persidangan maka juga

asas biaya ringan terwujrd tidak terlepas dari kehadiran kedua belah pihak.

Penerapan e<ec s€derba$4 c€pat dan biaya ringan para majelis hakim

sudah tercapai dari yang diinginkan setiap persidangan. Adapun penyelesaian

pertara relarif tergantung dari isi gugatan yang dilayangkan ada acara yang

verstek yakni salah satu pihak tidak hadir sudah melalui tahapan-tahapan yang

sesuai, maka prosesnya mudah dan volume penidangan cepat 2 sampai 3 kali

sidang.

Dari biaya sudah mengacu pada Mahkamah Agung yang disenrgamkan

sesuai daerah masing-masing hinega sudah diperhitungkan besar kecilnya

kasus itu-

Adapun upaya pala hakim datam menerapkan asas sederhan4 cepag

dan biaya ringan yakni harus melaksanakan acaftt-acara huk-um perdata yang

sesuai dengan arurarL serta langkah-langkahnya memberikan pandangan

tentang perdamaian dan kehadiran para pihah yang sangat menertukan

hanyalah para pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.

'PD" faktor-faktor pendukung dari asas sederhana, cepat dan biaya

ringan kehadiran para pihak dan daerah domisili para piha! bagi yang

menggunakan kuasa hukum dapat membantu dalarn penidangan dalam

menggali kebenaran dari acara ternrlis tapi sering kali memperbanyak votume

persi&ngan juga si&ng keliling dapat mengatasi dad biaya ringan itu sendiri.

Faktor-faktor penghambat dari asas tersebut ketidak hadiran para pihak
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domisilinya, perkara yang dikornulasikan rclatif dapat menghambat

persidangan artinya menggabungkan antara cerai dengan harta gono_gini,

cerainya belum putus mengajukan kembali harta gono-gini akhimla

perkaranya gantung.

C. Aaalisis dan Pemb*hesan

Pada sub bahasan ini, berisi tentang analisis dan pembahasan dari hasil

dari penelitian penulis yaitu wa*.ancara dengan para hakim pengadilan Agama

Palangka Raya yang menjadi subjek datam penelitian ini. penelitian ini

mengulas kernhli mengenai penerapan asas fleksibelitas dalam penyelesaian

pe*ara di Pengadilan Agama palangka paya (Studi kasus cerai gugat tahun

2ffi7). Adapun tujuan dari analisis ini yaitu untuk meqiawab dari rumusan

mamlah sebagai berikut:

I. Penerepan ases sederhana, cepat dan biaya ringan dalam
penyclesaian perkara di pengadilan Agama palangka Raya (Studi
Persepsi Para Hakim)

Akhir dari suatu pros€s penyetesaian perkara di pengadilan adalah

apabila hakim telah memberikan keputusanny4 keputusan tersebut berupa

putusan (vonis), penetapa& ,tau akta perdamaian sesuai dengan jenis

perkaranya- Dalarn memeriksa per*ara, hakim akan terus berusaha agar

putusannya dapar memuaskan pihak-pihak yang berperkara Unhrli itu ia harus

dapat meyakinkan pihali lain dengan alasan-alasan atau pertimbangan bahwa

putusan itu tepat dan benar.

Dalam hal ini ada beberapa pihak yang menjadi sasaran hakim dimana

ia akan mempertanggung jawabkan ptm$ann)a itu. pihak ter-but antara lain
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para pihah masyarakat. Terhadap para pihak hakim b€rusaha agar putusannya

itu dapat direrima oleh para pihak sebagai sratu putusan yang benar, adil dan

memuaskan sesuai dengan asas sedertrana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan

terfiadap hakim akan berusaha agar puhrsanny8 juga dapat

diterima ohh masyamkat. Oleh sebab itu, hakim hanrs dapar mengikuti

perkembangan hukum yang terjadi di masyarakaL Serta mernahami struktur

sosial masyarakat

Dalam pasal (2) Undang-undang No 4 talrun 20(X menegaskan bahwa

*peradilan dilak*an dengan sedertran4 cepat dan biaya ringan-.6 peradilan

harus memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan

yang sederhan4 cepat dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemerikman dan

aanra yang b€.belit-belit yang dapar menyebabkan pros€s yarg bertahun-

tahun, bahkan kadang*adang harus dilanjutkan oleh ahli warimya. Biaya

ringan disini maksudnya bahwa biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat.

Namun demikiarl dalam pemeriksaan dan penyelesaian pe*ara tidak

mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan (penjelasan

pasal 4 ayar 2 Undang-undang No 4 tahun 2fi)4).7

Kaidah fiqhiyah:

)t;\rb *\\ fi.ti 4 r3.tik
Artinya: Hufun-hu*um itu bisa beruboh sesuoi perubalun zqmaa tempat

don keatbon.s

6Ac-hamad Fauzn- SH. LLM. Hinptnon Lifury-utfu4 lenglap Bda perdilorL
Bardung : Yrama \f, idra. 2001. cer I- h. 12.

' tbid. h.21.
rlalrtuutEltzk- tiabh FiqitL h- 135-
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Dari kaidah tersebut dijelaskan bahwa asas tersebut bisa berubah

apabila yang mengajukan perceraian tersebut tidak mengikuti prosedur maka

asas tersebut tidak terlaksana hahkan tertunda.

Ketentuan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhan4 cepat dan

biaya ringan" tetap harus dipegang teguh seperti tercermin dalam Undang-

undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat

peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana

(penjelasan umum Undang-undang No 4 tahun 20004). e

Sedangkan asas sederhana disini artinya yang jelaq mudah dipahami

dan tidak berbelit, tidak kaku dan formaristis. Terlaru banyak formalistic akan

sukar dipahami sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum dan

berakibat sulit beracara. yang penting disini adalah para pihak yang

mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan

penyelesaian dilakukan dengan jelas, terbuka runtun dan pasti dengan

penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang

menghendaki acara yang sederhana.

Asas cepat disini maksudnya menekankan pada proses penyelesaian

perkara memakan waktu lama atau tidak. Mahkamah agung dalam surat

edarannya No I tahun 1992 memberikan batas waktu paling lama 6 (enam)

bularl artinya s€tiap p€rkara harus dapat diselesaikan dalam walctu 6 (enam)

bulan sejak perkara didaftarkan dikepeniteraaq kecuali jika memang menurut

hukum tidak mungkin untuk diselesaikan dalam walftu tersebut. Semakin

'tbid. hi2.
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cepat perkara itu diselesaikan maka semakin baik nilainya Oleh karena itu,

hakim dan para pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara harus bersama-

sama berusaha agar setiap perkara dapat diselesaikan dengan cepat. Namun

demikian penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjaran diatas aturan

yang benar, adil dan teliti. Hambatan yang sering dihadapi untuk mencapai

peradilan dengan cepat ini antara lain adatah beberapa ketentuan yang tidak

mendukung asas tersebut antara lain (pa*l 27 pp No 9 tahun 1975 tentang

pemanggilan orang yang berada diluar negeri memakan waktu lebih dari 6

bulan, pasal 467 KW perdata tentang pemanggilan orang yang diduga telah

meninggal dunia memakan waktu lebih dari l0 bulaq SEMA No 5 tahun t9g4

tenang kewajiban hakim untuk memberikan kesempatan lagi penggugat atau

tergugat mengurus cerai/surat cerai dari atasannya yang menghabiskan waktu

kurang lebih 6 bulan), kurang seriusnya pihak-pihak atau kuasanya untuk

sekuat mungkin menyelesaikan perkaranyq kurang siapnya alat-alat bukti

yang diperlukan, sikap hakim yang kadang-kadang pasif atau terlalu banyak

pekerjaan sehingga pemeriksaan menjadi lamban. Dari hambatan-hambatan

tersebut di atasi agar penyelesaian perkara menjadi lancar dan cepat.

Sedangkan asas biaya ringan disini artinya tidak dibutuhkan biaya lain

kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya

disini harus ada tarifyangjelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di

pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi hnda terima uang. pengadilan

harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan

dengan mencatatnya dalam jumal keuangan perkara hingga yang bersangkutan
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dapat melihaulya sewaktu-wallu. Sedangkan yang tida.t< mampu diberi secara

cuma-cuma (prodeo).lo

Sedangkan panjar biaya di pengadilan Agama palangka Raya sesuai

dengan surat keputusan Ketua pengadilan Agama palangka Raya (Nomor:

wt6-AU 336 MK.03.4/ VI /2008).

Dalam penerapan asas sederhang cepat dan biaya ringan di pengadilan

Agama Palangka Raya penulis mengambil beberapa sampel untuk dianalisa

adakah di Pengadilan Agama palangka Raya sudah sesuai dengan asas

sederhana, cepat dan biaya ringan atau belum. Sampel tersebut yakni perkara

Nomor: 14|/Pdt.c2007lpA.plk perkara Nomor: t33tpdt.c/2007lpA.plk,

Perkara Nomor: I l0lpdt.G/2007/pA.plk, perkara Nomor:

80/Pdt.cl2007 lP A.plh perkara Nom oc t34tpdt.G/2007/pA.plk.

a. Perkara Nomor : 14llPdt.G/2002/pA.plk

Berdasarkan dari paparan dalam bab II bahwa perkara ini termasuk

dalam kategori sederhana, hal tersebut terlihat dari acara perkaranya y,ang

jelaq mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian

sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Sedangkan mengenai waktu perkara ini adalah bahwa penggugat

mengajukan gugatannya di pengadilan Agama palangka Raya pada anggal l0

Desember 2007 sampai perkara putus pada anggal 12 Maret 200g jadi

lamanya per&ara ini adalah 4 buran. sedangkan dalam ketentuan menurut

Mahkamah Agung dalam surat edaran No I tahun 1992 memberikan batas

lo^. Mulci Ano. .l/e rcari Keodilon (bilik daa soluri terhdap qabe* prdila prfuo
di Indorpsia). Yogl akara : pusaka pelajar Oflse1 2@ l. * f. f,. eiii.'
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waktu paling lama 6 (enam) bulan, jadi perkara tersebut termasuk dalam

kategori cepat. Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut

Materai putusan sebesar Rp 6.000,-, Biaya panggilan (rellas) sebesar Rp

300.000,-, jumlah keseluruhan biaya Rp 306.000,-. Sedangkan menurut surat

keputusan Ketua Pengadilan Agama palangka Raya (Nomor: WI6-AI/ 336

lHK.03.41 VV2008) bahwa panjar biaya tingkat pertama cerai gugat adalah Rp

351.000,-. Jadi perkara ini termasuk dalam biaya ringan karena masih sesuai

dengan standar panjar biaya yang ditentukan oleh pengadilan Agama palangka

Raya.

b. Perkara Nomor : 133/Pdt.C/2007/PA.plk

Berdasarkan dari paparan dalam bab II bahwa perkara ini termasuk

dalam kategori sederhana, hal tersebut terlihat dari acara perkaranya yang

jelas, mudah dipahami, serla mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian

sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Sedangkan mengenai wa.ktu selesainya perkara ini adalah bahwa

penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan Agama palangka Raya pada

tanggal 27 Nopember 2007 sampai perkara diputuskan pad^ taryEal 22

Januari 2008, jadi lamanya perkara ini adalah 3 bulan. Sedangkan dalam

ketentuan menurut Mahkamah Agung dalam surat edaran No I tahun 1992

memberikan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan, jadi perkara tersebut

tetmasuk dalam kategori cepaL Mengenai biaya perkara ini yang terinci

sebagai berikut Biaya materai putusan Rp 6.000,-, Biaya panggilan (relaas) Rp

120.000,-, jumlah keseluruhan biaya Rp 126.000.-. Sedangkan menurut surat
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keputusan Ketua Pengadilan Agama palangka Raya (Nomor : Wl6-Al/ 336

/HK.03.4/ VIi2008) bahwa panjar biaya ringkat pertama cerai gugat adalah Rp

351.000,-. Jadi perkara ini termasuk dalam biaya ringan karena masih sesuai

dengan standar panjar biaya yang ditentukan oleh pengadilan Agama palangka

Raya.

c. Perkara Nomor: I l0/pdt.CD007lpA.plk

Berdasarkan dari paparan dalam bab II bahwa perkara ini termasuk

dalam kategori sederhana, hal tersebut terlihat dari acara perkaranya yang

jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian

sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Sedangkan mengenai waktu selesainya perkara ini adalah bahwa

penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan Agama palangka Raya pada

tanggal22 Oktober 2007 sampai perkara itu putus pada tanggal 17 Desember

2007, jadi lamanya perkara ini adalah 3 bulan. Sedangkan dalam ketentuan

menurut Mahkamah Agung dalam surat edaran No I tahun 1992 memberikan

batas waktu paling lama 6 (enam) bulan, jadi perkara tersebut termasuk dalam

kategori cepat. Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut Biaya

materai putusan Rp 6.000,-, Biaya panggilan (rellas) Rp 420.000,-, jumlah

keseluruhan biaya Rp 426.000,-. Sedangkan menurut surat keputusan Ketua

Pengadilan Agama Palangka Raya (Nomor : Wl6-Ali 336 /LtK.O3.4l

V12008) bahwa panjar biaya tingkat pertama cerai gugat adalah Rp 351.000,-.

Ini berarti kelebihan biaya dalam perkara ini dikarenakan panggilan (rellas)

lebih dari satu kali. Jadi melihat dari rincian biaya tersebur perkara ini
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termasuk mahal karena tidak sesuai dengan standar panjar biaya yang

ditentukan oleh Pengadilan Agama palangka Raya.

d. Perkara Nomor : 80/Pdt.G/2fi)7/PA.plk

Berdasarkan dari paparan dalam bab Il bahwa perkara ini termasuk

dalam kategori sederhanq hal tersebut terlihat dari acara perkaranya yang

jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian

sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Sedangkan mengenai waktu selesainya perkara ini adalah bahwa

penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan Agama palangka Raya pada

tanggal 5 Juli 2007 sampai perkara itu putus pada tanggal 29 Oktober 2007,

jadi lamanya perkara ini adalah 4 bulan. Sedangkan dalam ketentuan menurut

Mahkamah Agung dalam surat edaran No I tahun 1992 memberikan batas

waktu paling lama 6 (enam) bulan, jadi perkara tersebut termasuk dalam

kategori cepat. Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut Biaya

materai putusan Rp 6.000,-, Biaya panggilan (rellas) Rp 360.000,_, jumlah

keseluruhan biaya Rp 366.000,-. Sedangkan menurut surat keputusan Ketua

Pengadilan Agama Palangka Raya (Nomor: Wl6-Al/ 336 /HK .03.q Vtn}O8)

bahwa panjar biaya tingkat perrama cerai gugat adalah Rp 351.000,-. Ini

berarti kelebihan biaya daram perkara ini dikarcnakan panggilan (rellas) rebih

dari satu kali. Jadi melihat dari rincian biaya tersebut p€rkara ini termasuk

mahal karena tidak sesuai dengan standar panjar biaya yang ditentukan oleh

Pengadilan Agama Palangka Raya.
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e. Perkara Nomor : 134/Pdt.G/2007/PA.plk

Berdasarkan dari paparan dalam bab II bahwa perkara ini termasuk

dalam kategori sederhana, hal tersebut terlihat dari acara perkaranya yang

jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatarl perdamaian

sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Sedangkan mengenai waktu selesainya perkara ini adalah bahwa

penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan Agama palangka Raya pada

tanggal 3 Desember 2007 sampai perkara itu putus pada tanggal Z April 200g,

jadi lamanya perkara ini adalah 5 bulan. Sedangkan dalam ketentuan menurut

Mahkamah Agung dalam surat edaran No I tahun 1992 memberikan batas

waktu paling lama 6 (enam) bulan, jadi perkara tersebut termasuk dalam

kategori cepat. Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut Biaya

materai putusan Rp 6.000,-, Biaya panggilan (rellas) Rp 420.000,_, jumlah

keseluruhan biaya Rp 426.000,-. Sedangkan menurut surat keputusan Ketua

Pengadilan Agama Palangka Raya (Nomor : Wl6-Al/ 336 MK.03.41

VI/2008) bahwa panjar biaya tingkat pertama cerai gugat adalah Rp 351.000,_.

Ini berarti kelebihan biaya dalam perkara ini dikarenakan panggilan (rellas)

Iebih dari satu kali. Jadi melihat dari rincian biaya tersebut perkara ini

termasuk relatif mahal karcna tidak sesuai dengan standar panjar biaya yang

ditentukan oleh Pengadilan Agama palangka Raya.

Menurut hemat penulis dari kelima sampel tersebut sudah

menunjukkan bahwa Pengadilan Agama palangka Raya menerapkan asas

fleksibelitas sederhana, c€pat dan biaya ringan khususnya para hakim yang
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menangani perkara-perkara yang mereka putuskan danjuga tidak terlepas dari

kerja sama hakim, juru sita, penitera, advokat serta para pihak.

2. Langkah-langluh yeng dilakukan majelis hakim dalam meneraplran
asas sederhana, cepat dan blaya ringen dalem penyelesaien perkara
di Pengadilan Agama Palangka Raya

Adapun langkah-langkah majelis hakim yang berkaitan dengan asas

sederhan4 cepat dan biaya ringan yang perlu diperhatikan, pada proses

penyelesaian perkara dalam persidangan yang berjalan, walaupun sebenamya

bila diperhatikan dari sisi teknis baik ketika itu murai perkara didaftarkan atau

diperkara masuk sampai pada proses persidangan. Adapun langkah_langkah

majelis hakim antara lain :

Adapun menurut ,.1S,, langkah-langkah majelis hakim dalam asas

tersebut memberikan pandangan kepada kedua belah pihak mengenai

perdamaian dan kehadimn agar datam persidangan acaranyajelas dan runtun.

Menurut "SL" langkah-langkah majelis hakim adalah persiapan

majetis hakim sebelum sidang dilaksanakan sudah dikuasai gugatan yang

dilayangkan para pihak yang akan bersidang, s€rta ditentukan bagian-bagian

yarg nantinya akan dienyakan dalam menggall kebenaran dari perkara, juga

tidak terlepas dari kehadiran para pihak itu sendiri.

Menurut "HD" langkahJangkahnya memberikan pandangan tentang

perdamaian dan kehadiran para pihak, yang sangat menentukan hanyalah para

pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.
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Menurut "ZD" yrkni langkertr-langkahnya memberikan pandangan

tentang perdamaian dan kehadiran para pihak, yang sangat menentukan

hanyalah para pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.

Menurut "PD" langkah-langkahnya memberikan pandangan tentang

perdamaian dan kehadiran para pihah yang sangat menentukan hanyalah para

pihak itu sendiri kalau mau c€pat putus.

Menurut hemat penulis dari beberapa langkah-langkah dalam

penyelesaian perkara dalam persidangan mengenai asas sederhan4 cepat dan

biaya ringan yang dikemukakan para hakim, yang perlu diperhatikan dan

ditekankan yakni mengingatkan kedua belah pihak yang berperkara mengenai

kehadiraq apabila kedua belah pihak hadir terus seriap kali sidang maka

perkara cepat putus. Memberi pandangan mengenai perdamaian, jadi para

hakim semaksimal mungkin untuk memberikan perdamaian agar dapat

berpikir kembali tentang hubungan mereka supaya tidak jadi cerai namun

sebaliknya tidak dapat dipertahankan jalan terakhirnya cerai. Juga para hakim

terlebih dahulu menguasai isi gugatan yang dilayangkan para p€nggugat, agar

jalannya persidangan terarah serta para hakim dapat memperanyakan dan

menguak kebenaran dari perkara tersebut sehingga menemui titik terang.

3. Upaya majelis hakim Pengadilen Agama Palengka Raya mengatasl
hambatan dalam penerepen asrs sederhana, cepit dan bieya ringan
dalam penyelesoian perkera di Pengadilan Agama Patangka Raya

Menurut "lS" adapun upaya majelis hakim dalam asas tersebut terus

mengupayakan para pihak hadir dalam setiap persidangan serta sepanjang
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melihat perkara yang diajukan. Apabila alasan cerainya kuat dari perkara

sebenarnya serta sesuai dari gugatannya maka akan dikabulkan.

Menurut ..1S" faktor pendukung dan penghambat tergantung kepada

kedua belah pihak dalam menghadiri persidangan dari volume persidangan

hadir terus semakin cepat prosesnya 3 sampai 4 kali sidang hingga putus,

sebaliknya tidak hadir salah satu pihak memperlambat volume persidangan.

Menurut ,,SL" persiapan yang dilakukan para majelis hakim dalam

persidangan terus di upayakan memberi pandangan mengenai perdamaian dan

kehadiran antara kedua belah pihak tiap kali persidangan sehingga keinginan

para hakim dalam asas tersebut tercapai.

Menurut.rSL" faktor-faktor pendukung dan penghambat yakni yang

sangat vital kehadiran para pihak dan dilihat dari kasus nya masing_masing,

bagi yang menggunakan kuasa hukum kadang memperlambat volume sidang

namun bagi para hakim mempermudah dalam menggali suatu kehnaran

karena kuasa hukum menjelaskannya dengan cara tertulis, api tidak dikatakan

menghambat persidangan. Bahwa dalam hukum acara perdata yang sangat

menentukan kasus itu sampai putus hanyalah kedua belah pihak yang

melayangkan gugatan nya kepada pengadilan Agama yang saling ber

ke{asama dan berkomunikasi, agar keinginan untuk bercerai dapat dikabulkan

karena masalah-masalah kompleks

terselesaikan.

dalam keluarga yang tidak dapat
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Kaidah Fiqhiyah:

,;fSr-;is:*itg FJ(
Atlinya: Hukum itu nengihrti kenaslahatan yang kua anu banyak.tl

Kaidah tersebut menjelaskan bagi keduabelah pihak yang mengajukan

perceraian dengan sungguh-sungguh dalam keadaan yang tidak dapat lagi

dipertahankan bahtera rumah tangga mereka sehingga dari asas tersebut dapat

dilaksanakan.

Menurut "HD" Adapun upaya para hakim dalam menerapkan asas

sederhana, c€pat, dan biaya ringan yakni harus melaksanakan acara-acara

hukum perdata yang sesuai dengan aturan, serta langkahJangkahnya

memberikan pandangan tentang perdamaian dan kehadiran para pihak, yang

sangat menentukan hanyalah para pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.

"HD" faktor-faktor pendukung dari asas sederhana, cepat dan biaya

ringan kehadiran para pihak dan daerah domisili para piha( bagi yang

menggunakan kuasa hukum dapat membantu dalam persidangan juga sidang

keliling dapat mengatasi dari biaya ringan itu sendiri. Faktor-faktor

penghambat dari asas tersebut ketidak hadiran para piha( domisilinya

perkara yang dikomulasikan relatif dapat menghambat persidangan artinya

menggabungkan antara cerai dengan harta gono-gini, cerainya belum putus

mengajukan kernbali harta gono-gini akhimya perkaranya gantung.

Menurut'ZD" Adapun upaya para hakim dalam menerapkan asas

sederluns, cepal dan biaya ringan yakni hanrs melaksanakan acara-acara

rrMuiammad Sidi bin Ahmad Al Baorno . ,4hrajai: f tdhoi al-Qota'id al-Fiqh al Kultlah. or-
Riadrt Muassatu ar-Risalah- LF. h. 129.
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hukum perdata yang sesuai dengan aturan dan pengarahan majelis hakim

dalam perdamaian juga dilihat dari potitum (permintaan) para pihak agar

mengetahui para hakim, serta langkah-langkahnya memberikan pandangan

tentang perdamaian dan kehadiran para pihak, yang sangat menentukan

hanyalah para pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.

"ZD" faktor-faktor pendukung dari asas sederhanq c€pat dan biaya

ringan kehadiran para pihak dan daerah domisili para pihak, bagi yang

menggunakan kuasa hukum dapat membantu dalam persidangan juga sidang

keliling dapat mengatasi dari biaya ringan itu sendiri. Faktor-faktor

penghambat dari asas tersebut ketidak hadiran para piha( domisilinya,

perkara yang dikomulasikan relatif dapat menghambat persidangan artinya

menggabungkan antara cerai dengan harta gono.gini, cerainya belum putus

mengajukan kembali harta gono-gini akhimya perkaranya gantung.

Menurut "PD' Adapun upaya para hakim dalam menerapkan asas

sederhana, cepa! dan biaya ringan yakni harus melaksanakan acanr-acara

hukum perdata yang sesuai dengan aturan, serta langkahJangkahnya

memberikan pandangan tentang perdamaian dan kehadiran para pihak, yang

sangat menentukan hanyalah para pihak itu sendiri kalau mau cepat putus.

"PD" faktor-faktor pendukung dari asas sederhan4 ctpat dan biaya

ringan kehadiran para pihak dan daerah domisili para pihak, bagi yang

menggunakan kuasa hukum dapat membantu dalam persidangan dalam

menggali kebenaran dari acara tertulis tapi sering kali memperbanyak volume

pesidangan juga sidang keliling dapat mengatasi dari biaya ringan itu sendiri.
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Faklor-faktor penghambat dari asas tersebut ketidak hadiran para piha(

domisiliny4 perkara yang dikomulasikan relatif dapat menghambat

persidangan artinya menggabungkan antara cerai dengan harta gono-gini,

cerainya belum putus mengajukan kembali harta gono.gini akhimya

perkaranya gantung.

Upaya dari pihak hakim dalam mengatasi kendala dalam penerapan

asas sederhan4 c€pat dan biaya ringan adalah sesuai dengan penjelasan

Umum Undang-undang no 4 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa pada

hakekatnya segala sesuatu yang berlrubungan dengan pelaksanaan tugas

badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik buruknya t€rgantung

pada manusia-manusia pelaksananya, salah satu yang vital adalah hakim.

Untuk itu, hakim, senantiasa harus berlaku jujur, merdek4 berani mengambil

keputusan dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar. Hakim

harus dapat menjadi aparatur hukum yang profesional, menjunjung tinggi

keadilan serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan Yang Maha

Esa.

Dalam suatu proses penyelesaian pe*ara, hakim merupakan faktor

utama menentukan kelancaran penyelesaian perkam. Dalam hal ini hakim

sebagai figur sentral. Karena dialah yang memimpin persidangan. Hakim

harus mampu:

l. Menyelesaikan perkara dengan cara-cara sedertrana cepat dan biaya

ringan.
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2. Menghasilkan keputusan yang adil, benar dan memuaskan serta dapat

dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa.

3. Menjaga kerukunan, kebersamaan dan perdamaian anara pihak-pihak

yang bersangkutan, selama penyelesaian perkara berlangsung sampai

pasca keputusan dijatuhkan. Dari upaya yang ditawarkan oleh para hakim

Pengadilan Agama Palangka Raya penulis sangat setuju yang dipraktekkan

di persidangan oleh para hakim dapat menjalankan tugasnya dengan

dedikasi yang tinggi dan profesional sehingga pencari keadilan puas atas

keputusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan

perkara sehingga dapat tercapai menerapkan asas sederhana, cepat dan

biaya ringan di Pengadilan Agama palangka Raya.



BAB V

.w



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpuleu

Setelah penulis mengadakan pengamatan

penenrpan asas fleksibelitas dalam penyelesaian

dan analisis terhadap

perkara di Pengadilan

Agama Palangka Raya, maka penulis dapat mengambil keputusan sebagai

jawaban dari pokok masalah sebagai berikut:

l. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan Agama

Palangka Raya wataupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan

hukum acara perdata di pengadilan Agama yang berlaku di Indonesia"

namun dalam prakteknl,a di tapangan masih ada ditemukan hambatan_

hambatan dalam penerapannya.

2. Langkah-langkah dalam penyclesaian perkara dalam persidangan

mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dikemukakan para

hakim, yang perlu diperhatikan dan ditekankan yakni mengingatkan

kedua belah pihak yang berperkara mengenai kehadiran dan perdamaian

serta pen$Esaan isi gugatan para pihak.

3. Upaya dari pihak hakim dalam mengatasi kendala datam penerapan asas

sederhana. cepat dan biaya ringan adalah sesuai dengan penjelasan Umum

Undang-undang no. 4 Tahun 2006 yang meoegaskan bahwa pada

hakekatnl.a segala sesuatu y.ang berhubungan dengan pelaksanaan tugas

badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut khusumya para hakim

E4
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yang memberikan pandangan dan pengarahan kepada kedua belah pihak

yang berperkara.

B. Saran-Saran

Setelah penulis mengkaji tentang penerapan asas sederhana, cepat dan

biaya ringan dalam penyelesaian perkara di pengadilan Agama palangka

Raya serta menganalisis penerapan, menganalisis langkah-langkah majelis

hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan Agama palangka Raya

dan menganalisis upaya majelis hakim pengadilan Agama palangka Raya

mengatasi segala hambatan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

l Dari pihak Pengadilan Agama palangka Raya harus memberikan

penyuluhan hukum dengan bekerja sama dengan instansi terkait

(kelurahan dan pemerintah kota) kepada masyarakat umum, agar

kesadaran masyarakat tentang hukum dapat terwujud. Sehingga akibatnya

tidak menjadi salah satu kendala atau hambatan dalam proses peradilan

yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Adapun yang harus diperhatikan dalam langkah-tangkah majelis hakim

dalam menyelesaikan perkara yakni mengingatkan tentang perdamaian

dan kehadiran para pihak yang berperkara serta menguasai isi gugatan

sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ditangani juga majelis

hakim kiranya dapat bersifat objektif tidak berpihak siapa-siapa yang

berperkara.
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3. Diharapkan upaya majelis hakim pengadilan agama palangka Raya

mengatasi segala perkara yang dikomulasi dapat menghambat dari asas

tersebut yakni tidak terlepas kerja sama secara maksimal para majelis

hakim dan anggota untuk setalu mencari kebenaran-kebenaran dari

sengketa para pihak yang berperkar4 terkait dengan profesional seorang

hakim untuk memberikan perdamaian kedua belah pihak.
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l. Nama

2. NIM

3. Jurusan/ Program Studi

4. Tempat/ Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Alamat

7. Agama

8. Warga Negara

9. Pendidikan

10. Nama Orang Tua

- Ayah

- Ibu

I l. Alamat Orang Tua

CI.]RRICULUM VITAE

: ARIFIN

:040 2ll 0223

: Syari'atr/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

: Balukung Baru, 28 April 1984

: Laki-Laki

: Jl.'Ijilik Riwut Km. 4

Jl. Mutiara Gg. Mutiara I No. 2l

: Islam

: Indonesia

: - Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda - 2

Palangka Raya Tahun 1998

- Madrasah Tsanawiyah Negeri - 2 Palangka

Raya Tahun 2001

- Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka

Raya Tahun 2004

: H. Lamhin (Ahn)

: Hj. Sabariah

: Jl.'Ijilik Riwut Km. 4

Jl. Mutiara Gg. Mutiara I No. 2l

Palangka Raya, 26 November 2009

ARIFIN



PEDOMAN OBSERVASI

l. Keadaan pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya.

2. Kitab-kitab dan buku-buku nrjukan Pengadilan Agama Palangka Raya.

3. Struktur lnkim Pengadilan Agama Palangka Raya.

4, Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Palangka Raya.

5. Dokumen-dokumen Pengadilan Agama Palangka Raya.



PEDOMANWAWANCARA

PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA
RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

(Studi persepsi para Hakim)

A. Identitas Wawancara

Hari,/Tanggal :

Waktu :

Responden :

l. Menurut bapak/ibu para hakim apa yang dimaksud dengan asas sederhana-
cepat, dan biaya ringan dalam menangani perkara?

2. Apakah selama ini menurut bapavibu para hakim sudah tercapaikah asas
sederhan4 cepat, dan biaya ringan dalam menangani perkara? Alasannya!

3. Berapa Iama dominan penyelesaian perkara dari pendaftaran hingga
sampai putusan yang bapaldibu tangani?

a Apahah biaya yang telah ditetapkan pengaditan Agama palangka Ral,a
telah sesuai dengan asas biaya ringan? Alasannya!

5. Apa saja upaya bapak/ibu dalam menerapkan asas sederhan. cepat. dan
biaya ringan dalam menangani perkara?

6. LangkahJangkah apa saja 1.ang dilaliutan m4jelis haliim dalam
menjalankan penerapan asas sederhan4 cepat. dan bia.a ringan tersebut?

7' Apa s4la yang menjadi faktor pendukung dan penghambat daram
penerapan asas tersebut?



PEDOMAN DOKUMENTASI

A. Identitas Dokumentasi

Hari/Tanggal :

Waku :

Tempal :

Responden :

B. Data yang Digali

l. Sejarah berdirinya pengadilan Agama palangka Raya.

2. Perda wilayah hukum pengadilan Agama palangka Raya.

3. Struktur organisasi di pengadilan Agama palangka Ra1,a-

4. Keadaan kepegawaian pengadilan Agama palangka Ra1.a-

5. Proses administratif perkara.

PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA
RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

(Studi persepsi para Hakim)



Judul

Nama

NIM

Jurusa, r

Program

PERSETUJUAN DESAIN PROPOSAL

: PENERAPA}{ ASAS FLEKSIBII-ITAS DALAM

PENYELESAIAN PERKARA DI PE}{GADILAN AGAMA

PALANCKA R{YA (STUDI KASUS. .CERAI 
GUGAT

TAHUN 2007).

: ARIFIN

: 040 2ll 02.23

: Syari'ah

: AHS

Palangka Raya, 22 September 2008

Menyetujui

b bing I him cll

D KIFL Mrt

Pe

NIP. 150 3tI 340
ABD MHI



SURAT I(ETERAIIGAT{
No: 08/Pn t :;PSM/SG/lX/2008

Panitia Seminar Proposal Skriosi lt4ahasiswa Sckolah Tinggi Agama Isiam Negeri (STAIN)

Palangka Raya- menerangkan bahrva:

Nama

NIM
Jurusar/Prodi

Judul Proposal

C

Ketu

Rt.4,D
t50 300 082

ARIIIN

040 tt2 0223

SYARI'AH/AHS

PENERAPAN ASAS FLEKSIBILITAS DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA (STUDI KASUS CERAI GUGAT TATIUN
2007)

telah mclakukan Seminar Prcposal Sk-npsi pada tanggal i Scptember 20C8 di Ruang Aula

STAN Palangka Raya dengan Penanggap Utama: ILHAIvISYAH, SH dan moderator: TRI

HIDAYATI, S.HI dan dinyatakan lulus/dapat diterima seba.rai syarat penyelesaian skripsi.

;)alangka Raya, 23 September 2008

PAI{ITIA

PAIUITIA SEMINN.R
PROPOSAL SKRIPSI iIAFiASiS #AsTN

Sekretari S.

z'a
PALAN

UL AZIS, N{. Pd
NlP. r 50 300 083

PANITIA SEMINATI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
SEI\{ESTER CAN.'IL TAHUN AKADUMIK 2008/2009

STAIN PALANGKA RAYA
Alamal Jl. G. Obos Kornptet rstamic Cenre Totp (0536) 3239447. 3226356 ,23211l[Fu32n1()S patangka Raya 73112



NOTA DINAS

Hal : Mohon Diseminarkan
Proposal Saudara
.4RIFIN

Palangka Raya, 2 September 2008

Kepada
Yth. Ketua STAIN l,alangka Raya

di -
PALANGKA RAYA

. Assahmu'alaikum llr. H,b

Setelah memhaoa, memeriksa dan mengadakan perbai!:an seperlunya

rnaka l:ami berpendapet bahwa proposal saudara:

Nama : ARIFIN

NItv{. : u40 2tt 0223

Judul . : PENERAPAN ASAS SEDEI(HANA, CEPAT tlan tllAy.A.

RINGAN DI PtrNGADILAN ACAIII.A I.OTA PALANGiiA

RAYA.

Sudah dapat diseminarkan sebagdi bahan penelitian.

Demikian semoge dapat diperhatikan sebagain, irta mestinya, atas

perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penrbimbing I rrb. nbing II

.II SII 1\I II ABDUL KII AIII, S IITI{
NIP NIP.t5) 3ll 340
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Judul

Narna

NIM

J urusan

Program

I'EITSI''TT].'UAN DESAIN PROPOSAL

*PENERAP^N ASAS FLEKSIBILITAS DALAM

PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

PALANGKA RAYA (SI.UDI KASUS CERAI GUCA1 TAHUN

)007y'.

ARIFI].I

04021t 0221

Syari'ah

Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyiah (AHS)

Telah selesai konsultasi dengan pembimbing I dan Ii tentang judul

skipsi tersebut di atas.

Demikian surat pernyat&rn ini dibuat untuk diketahui sebagairnana

mestinya.

Paiangka R. ya 25 September 200t1

lvlengetahui

P'embimbing I bimbi II

SII. N'IIi. ARDUL KHAIR..SH.. I}IH.
IIP t50 3tI 340

Ketua Jurus Syari'ah

ih M.
50 744 650



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

PUSAT PEI.AYANAN BAHASA

Alamat :Jalar G. Obos Komplek Islamic Catre Palangka Raya 73 I I 2 Te lp. (0536)
3239447 -3D63 5 G3221 43 I F ut- 32221 0 5

STJRAT KETERANGAN
No. I 6/PPB-STAIN/)V2009

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit Pelayanan Bahasa

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa abstrak

atas:

Nama : Arifin

Nim :0402110223

Jur,/Prodi : Syari'ah / AHS

telah diperiksa dan direvisi guna memenuhi persyaratan ujian skripsi dengan judul:

"PENERAPAN ASAS FLEKSIBILITAS DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (STUDI KASUS CERAI GUGAT

PADA TAHUN 2OO7)'.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

I)alangka Rayq 28 Oktober 2009

Kepala Pusatt Pelayanan Bahasr.

Drs. H. A r
NIP. I95 3 199003 001


